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Laporan Kegiatan ini disusun sebagai laporan tambahan untuk melengkapi pertanggungjawaban pelaksanaan Kegiatan Tim Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pusdiklat Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan (KEBT), memuat usulan kegiatan Pusdiklat KEBT tahun 2009 yang mengacu pada Roadmap Pusdiklat KEBT.
Kegiatan dimaksud sebagai penjabaran Rencana Kerja Pemerintah yang dituangkan melalui Rencana Kerja dan Pagu Tetap (Definitif) Anggaran DESDM Tahun 2009, mencakup dalam 3 (tiga) Program:
1. Program 01.01.03 
:
Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur
2. Program 04.05.08 
:
Penguasaan dan Pengembangan Aplikasi dan Teknologi serta Bisnis Ketenagalistrikan

3. Program 04.06.01
:
Pembinaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Dengan telah tersusunnya Laporan ini diharapkan dapat menjadi acuan pelaksanaan kegiatan di tahun 2009 dan sebagai referensi dalam penyusunan laporan evaluasi kinerja pada akhir tahun anggaran.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2009 dimulai dengan inventarisasi pencapaian hasil pembangunan pada periode 2007 dan perkiraan pencapaian tahun 2008, serta masalah dan tantangan yang masih dan akan dihadapi tersebut dan dengan berpedoman pada visi dan misi Presiden sebagaimana dituangkan dalam RPJMN 2004-2009, ditetapkanlah tema pembangunan 2009 dan prioritas-prioritas pembangunan

Terdapat tiga agenda yang terdapat dalam RPJMN 2004-2009 yaitu, agenda aman dan damai, agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat dan agenda adil dan demokratis. Ketiga agenda tersebut dapat dilihat pencapaiannya antara lain agenda I dicapai dengan keberhasilan penanggulangan illegal fishing dan illegal logging, agenda II tercapai dengan pemberantasan korupsi yang semakin efektif melalui dukungan dan penguatan lembaga yang menanganinya, juga terlihat dari pelaksanaan lebih dari 300-an Pilkada secara langsung menunjukkan bahwa Indonesia bergerak ke arah yang lebih demokratis.

Pencapaian sasaran agenda III, Indonesia yang sejahtera, ditunjukkan oleh antara lain dari pencapaian sasaran di sektor pendidikan,di sektor kesehatan, perkembangan ekonomi yang cukup baik, serta jumlah pengangguran yang semakin menurun.

Untuk RKP 2009, ditetapkan tiga prioritas utama yaitu: (1) Meningkatkan pelayanan dasar dan pembangunan perdesaan; (2) Percepatan pertumbuhan yang berkualitas dengan memperkuat daya tahan ekonomi yang didukung oleh pembangunan pertanian, infrastruktur, dan energi; (3) Peningkatan upaya anti korupsi, reformasi birokrasi serta pemantapan demokrasi dan keamanan dalam negeri.

Kerangka ekonomi makro 2009 untuk indikator pertumbuhan ekonomi diproyeksikan dalam APBN 2009 sebesar 6,2-6,5%. Dan tingkat inflasi untuk APBN 2009 diproyeksikan 5,8-6,2%. Indikator ekonomi lainnya adalah Nilai tukar Dolar diproyeksikan sebesar 8.950-9.050 rupiah, untuk suku bunga SBI-3 bulan, diproyeksikan sebesar 7,25-7,75%. Sedangkan harga minyak ICP diproyeksikan dalam APBN 2009 sebesar 95-110 US$/barel dan lifting minyak diproyeksikan sebesar 0,927-0,950 juta barel/hari.
Sektor ESDM dimana Sub Sektor Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan menjadi salah satu komoditi penentu dalam pembangunan ekonomi bangsa dan negara, telah memberikan kontribusinya terutama dalam penerimaan negara. Namun hingga tahun 2008 ini, negara masih menghadapi kondisi sulit dimana adanya kecenderungan konstribusi devisa Sektor ESDM mengecil, mengingat penerimaan sektor berkompetisi dengan pemanfaatan. Kebutuhan akan penyediaan tenaga listrik semakin meningkat tiap tahunnya, namun di sisi lain ketersediaan sumber daya energi semakin terbatas. Potensi Energi Baru Terbarukan cukup besar, namun pemanfaatannya masih terbatas dan belum optimal, kecuali tenaga air skala besar dan panas bumi. Penggunaan energi secara nasional masih belum efisien, dengan masih tingginya intensitas energi dan elastisitas pemakaian energi. 

Dalam rangka upaya mengatasi kondisi demikian, Pemerintah telah menetapkan beberapa regulasi meliputi penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik, kebijakan energi nasional, kebijakan energi hijau, penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati sebagai bahan bakar lain, konservasi energi dan penghematan energi.  

Mengacu kepada kebijakan yang telah ditetapkan, prioritas pembangunan di bidang listrik tahun 2008 diarahkan kepada meningkatkan rasio elektrifikasi, kapasitas pembangkit tenaga listrik, perluasan jaringan, terbitnya Undang-undang Ketenagalistrikan, meningkatnya partisipasi masyarakat, koperasi dan swasta dalam penyediaan tenaga listrik, terwujudnya regulasi yang kondusif untuk investasi.

Sementara prioritas pembangunan Bidang Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi tahun 2008 diarahkan untuk ditetapkannya peraturan perundang-undangan di bidang energi, pengembangan dan pemanfaatan potensi energi baru terbarukan, pemberdayaan masyarakat di bidang pemanfaatan energi baru terbarukan dan teknologinya. Pemanfaatan sumber energi baru terbarukan terus dikembangkan sejalan dengan kebijakan Pemerintah melakukan substitusi bahan bakar fosil dengan bahan bakar alternatif.

Untuk melaksanakan amanat UU dan mengimplementasikan kebijakan di bidang Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan dimaksud, Pusdiklat KEBT perlu menyusun beberapa dokumen perencanaan, meliputi Rencana Program Jangka Panjang (RPJP), Rencana Program Jangka Menengah (RPJM), Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) dan Rencana Kerja dan Anggaran. 

Rencana Kerja Pusdiklat KEBT TA. 2009 merupakan pelaksanaan tahun kelima dari RPJM Pusdiklat KEBT 2005-2009 dan merupakan kelanjutan Rencana Kerja Pusdiklat Energi dan Ketenagalistrikan Tahun 2008. 

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dilakukan secara terpadu dengan mengacu kepada Arah dan Kebijakan Anggaran Tahun 2009 dengan lebih memprioritaskan program dan kegiatan dasar, prioritas nasional dan prioritas kementrian/lembaga yang menggambarkan output yang hendak dicapai, mengacu kepada sistem penganggaran yang berlaku saat ini. Dalam rangka mempersiapkan Rencana Kerja dan Anggaran secara tahunan di lingkungan Pusdiklat KEBT dilakukan suatu perumusan rencana program dan anggaran secara terpadu baik di lingkungan Pusdiklat KEBT, Badiklat ESDM, Departemen ESDM serta Instansi Terkait. 

1.2. Maksud dan Tujuan 

Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2009 dimaksudkan untuk mensinergikan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pusdiklat KEBT tahun 2009. Tujuan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran: 
· mendukung koordinasi antar Bidang dan Bagian di lingkungan Pusdiklat KEBT dalam merumuskan perencanaan program, kegiatan dan anggaran; 
· menjamin terciptanya integrasi, sikronisasi dan sinergi dalam rangka perencanaan program kediklatan bidang KEBT dengan unit-unit di lingkungan DESDM; 

· mengoptimalkan efisiensi, efektifitas perencanaan anggaran sesuai pagu yang ditetapkan.
1.3. Acuan Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2008
a. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran di lingkungan Pusdiklat KEBT, antara lain :

· Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 Tentang Ketenagalistrikan;

· Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang  Keuangan Negara;

· Undang-undang Nomor 27 Tahun 2003 Tentang Panas Bumi

· Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

· Peraturan Pemerintah Nomor  21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan RKAKL;

· Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik

· Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Kebijakan Energi Nasonal;

· Surat Edaran Bersama Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan No: 0081/M.PPN/04 2008 dan SE.357/MK/2008 tanggal 4 April 2008 tentang Pagu Indikatif dan Rencana Kerja Pemerintah Pusat (RKP) Tahun 2009;

· Blueprint Pengelolaan Energi Nasional 2005-2025;

· Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

· Surat Keputusan dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral di bidang Standar Kompetensi dan Standar Latih Kompetensi

· Renstra Badiklat ESDM 2005 – 2009;

· Renstra Pusdiklat KEBT 2005 – 2009;

· Surat Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 139.K/73.05/BDL/2008 Tentang Tim Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Pusdiklat Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan Tahun 2009.
b. Alur Perencanaan dan Penganggaran

Mengacu kepada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai UU. Nomor 25 Tahun 2004, berikut digambarkan Alur Perencanaan dan Penganggaran di lingkungan Pusdiklat KEBT:
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Rencana Kerja Pusdiklat KEBT disusun berpedoman kepada Rencana Stratejik (Renstra) 2005 – 2009 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2010 – 2025 (RPJP). Renstra Pusdiklat KEBT disusun mengacu kepada Renstra Badiklat ESDM dan RPJP Badiklat ESDM. Rencana Kerja dijabarkan secara rinci ke dalam format RKAKL yang selanjutnya menjadi bahan masukan untuk RKAKL Badiklat ESDM dan DESDM. RKAKL dimaksud akan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran sesuai DIPA 2009.
BAB II
PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2009
2.1. Rencana Strategis (Renstra) 

Penyusunan RKAKL dimaksud sebagai salah satu strategi untuk mewujudkan visi Pusdiklat KEBT, sebagai berikut :

“Menjadi suatu lembaga diklat terpadu yang unggul dan mampu mewujudkan sumber daya manusia profesional berdaya saing dan bermoral dalam lingkungan global di bidang Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan. “

Visi yang dirumuskan akan tercapai melalui beberapa misi yang sudah ditetapkan, yaitu :

a. Mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan yang terakreditasi secara nasional dan internasional di bidang Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan.

b. Mengembangkan, menyesuaikan dan menyusun standar latih kompetensi, sehingga tercipta tenaga profesional yang tersertifikasi secara nasional maupun internasional di bidang Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan.

c. Merumuskan program-program diklat berbasis kompetensi mengacu standar kompetensi dan diklat unggulan sesuai pola diklat terstruktur.

d. Membangun jejaring kerja dengan seluruh jajaran lembaga diklat dan mitra kerja serta konsumen, baik dalam maupun luar negeri di bidang Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan.

e. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang energi dan ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

f. Meningkatkan sarana dan prasarana diklat Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan.

Beberapa strategi ditetapkan untuk terwujudnya visi dan misi Pusdiklat KEBT,  yaitu :

a. Menyusun, mengembangkan dan melaksanakan program kediklatan berbasis kompetensi di bidang Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan.

b. Menyusun, mengembangkan dan melaksanakan program kediklatan dengan mengacu kepada kebutuhan pengguna (Training Needs Analysis).

c. Menerapkan sistem manajemen internal yang mendukung terlaksananya pola kerja efektif dengan mengacu kepada standar mutu yang ditetapkan.
d. Mengoptimalkan potensi sumber daya manusia secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kualitas kompetensi dan daya saing dalam era globalisasi di bidang Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan 
e. Mengoptimalkan kemampuan aparatur pemerintah pusat dan daerah berdasarkan kompetensi yang dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas di bidang Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan.

f. Mengembangkan jejaring kerja dengan stakeholder terkait di bidang Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan baik di dalam maupun luar negeri. 

g. Mengembangkan pola pemanfaatan jasa teknologi kepada industri di bidang Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan 

h. Mengembangkan sistem informasi kediklatan serta penyediaan akses informasi yang efektif bagi pengguna diklat bidang Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan
i. Mengembangkan kualitas dan kehandalan sarana dan prasarana kediklatan Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan yang memenuhi persyaratan akreditasi lembaga.
2.2. Indikator Kinerja Program dan Anggaran Tahun 2009
Rencana Kerja Pusdiklat KEBT terangkum dalam tiga Program Nasional, yaitu :

· Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur, dengan sasaran program : terwujudnya aparatur negara yang profesional dan berkualitas dalam melaksanakan pemerintahan umum dan pembangunan.

Kegiatan Pokok untuk menunjang program :

a. Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan;
b. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran;
c. Pelayanan Publik atau Birokrasi;

d. Peningkatan/Pengkajian Kapasitas Kelembagaan;

e. Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana;

f. Pengembangan SDM dan Administrasi Kepegawaian;
g. Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja;
h. Penyelenggaraan Diklat Aparatur Negara;
i. Kerjasama Antar Instansi Pemerintah/Swasta/Lembaga;
j. Penyusunan/Pengembangan Kurikulum/Bahan Ajar dan Model Pembelajaran.
· Program Penguasaan dan Pengembangan Aplikasi dan Teknologi serta Bisnis Ketenagalistrikan, dengan sasaran program : terselenggaranya pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi di Bidang Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan.

Kegiatan Pokok untuk menunjang program :

a. Pengembangan Standar Latih Kompetensi (SLK) Bidang Ketenagalistrikan dan EBT

· Program Pembinaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan sasaran program : terselenggaranya pengembangan program pendidikan dan pelatihan Bidang Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan.

Kegiatan Pokok untuk menunjang program :

a. Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana;
b. Pengembangan SDM dan Administrasi Kepegawaian;
c. Penyusunan/Pengembangan Kursil/Bahan Ajar dan Model Pembelajaran.

Ketiga Program Nasional tersebut dijabarkan melalui beberapa Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan anggaran yang disusun mengacu kepada Usulan Pagu Anggaran Definitif Pusdiklat KEBT Tahun 2009, dengan total pagu sebesar Rp. 17.791.560.000,- dengan rincian : 

- Rupah Murni 
:  Rp.
13.236.286.000,-
- DHPB
:  Rp.
4.555.274.000,-
2.3. Risalah Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Pusdiklat KEBT (Pagu Indikatif, Sementara dan Definitif) 

Berikut risalah penyusunan RKA Pusdiklat KEBT yang merupakan satu kesatuan pada RKA di tingkat Badan Diklat ESDM dan pada Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Lembaga (RKA-KL) di tingkat Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
RKA-KL merupakan penjabaran mendetil sampai dengan mata anggaran terkecil dari suatu Rencana Kerja Kementrian Lembaga (RKKL), sedangkan RKKL merupakan pentahapan/rencana kerja tahunan dari RPJM/Renstra Kementrian/Lembaga yang memiliki periode 5 (lima) tahunan. Sebelum disahkan menjadi dokumen DIPA, dokumen RKKL melalui 3 (tiga) proses penelaahan dan penetapan status yaitu: status pagu indikatif, pagu sementara dan pagu definitif.
2.3.1. 
Penyusunan Rencana Kerja Kementrian Lembaga (RKKL)
Untuk tahun anggaran 2009, penyusunan dokumen RKKL mulai menggunakan Aplikasi RKKL 2009 yang berbasis Microsoft Access. Aplikasi ini baru bisa melakukan proses pengentrian data pada tingkatan Eselon I (dalam hal ini tingkatan Badan Diklat ESDM). Berikut rekap RKKL Badan Diklat ESDM TA. 2009:
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(Untuk detil RKKL Badan Diklat ESDM tercetak pada lampiran II)
2.3.2. 
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Lembaga (RKA-KL) – Pagu Indikatif Satker Pusdiklat KEBT
Setelah penyusunan RKKL TA. 2009, terindikasi suatu pagu indikatif semua Satuan Kerja (Satker) di Departemen ESDM, termasuk pagu indikatif Satker Pusdiklat KEBT. Berikut usulan RKA-KL – Pagu Indikatif Satker Pusdiklat KEBT:
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Kilas Balik Kilas Balik
Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi | Sistem Informasi| 116117 | Sistem Informasi 200
Penyelenggaraan Diklat Aparatur Negara Diklat Aparatur 3.979.549 | Diklat Aparatur 4,099
legara legara
Kerjasama Antar Instansi Kerjasama 318105 | Kerjasama 328
Pemerintah/Swasta/l embaga Kedikiatan Kedikiatan
Bidang KEBT Bidang KEBT
Penyusunan/Pengembangan Kurikulum/Bahan Ajar | Kursil dan Modul 413,660 | Kursil dan Modul 500
dan Model Pembelajaran Diklat Bidang Diklat Bidang
KEBT KEBT
04.05.08|Penguasaan Dan Pengembangan Aplikasi 1,351.886 2,027.829
dan Teknologi Serta Bisnis
Ketenagalistrikan
Pengembangan SLK Bidang KEBT Penyusunan dan 1.351.886 [Penyusunan dan 2027829
Sosialiasi SLK Sosialiasi SLK
04.06.01|Pembinaan Usaha Pertambangan Mineral 3710154 4,500,000
dan Batubara
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengadaan 3.206 174 [Pengadaan 4500
Sarana dan Sarana dan
Prasarana Prasarana
Pengembangan SDM dan Adm. Kepeg Pengembangan 503 980|Pengembangan o
SDM dan Adm SDM dan Adm
Kepeg Kepeg
TOTAL 20,786.003 22,087.433





Usulan pagu indikatif baru mencantumkan usulan program, kegiatan dan total sum anggaran per kegiatan. 
Surat Edaran Bersama Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan No: 0081/M.PPN/04 2008 dan SE.357/MK/2008 tanggal 4 April 2008 tentang Pagu Indikatif dan Rencana Kerja Pemerintah Pusat (RKP) Tahun 2009, menghimbau agar masing-masing K/L dalam menyusun RKKL mengacu pada point-point sebagai berikut :

   1. 
Memperhatikan prioritas-prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan TA. 2009 (Lampiran II Buku I Rancangan RKP 2009)

   2.
Memperhatikan progam-program pembangunan nasional 2009 (Lampiran III Buku II Rancangan Awal RKP 2009)

   3.
Kebijakan Subsidi, PSO dan belanja lain yang bersifat khusus merupakan satu kesatuan yang utuh dari kebijakan K/L dalam penerapan anggaran berbasis kinerja

   4. 
Dalam menyusun Renja K/L 2009 memprioritaskan :

          * Program dan Kegiatan pokok

          * Kebutuhan Anggaran yang bersifat mengikat

          * Kebutuhan dana Pendamping untuk PHLN

          * Kebutuhan dana kegiatan multi years

          * Penyediaan dana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang diamanatkan UU

          * Distribusi alokasi antar daerah

   5. 
Beberapa kegiatan yang dibatasi :

          * Penyelenggaraan rapat, seminar, pertemuan, lokakarya

          * Pemasangan telepon baru kecuali untuk satker baru

          * Pembangunan gedung yang tidak langsung menunjang Tupoksi

          * Pengadaan kendaraan

          * Pengeluaran lain-lain yang serupa dengan ketentuan di atas

   6.
Mengupayakan sinkronisasi kegiatan pada Renja dengan kegiatan daerah (dana perimbangan dan dana otonomi khusus)

   7.
Departemen Keuangan dan Bappenas mengkoordinasikan pengalokasian dana DAK

   8. 
Melakukan klarifikasi alokasi belanja berdasarkan fungsi

   9. 
Melakukan pertemuan Trilateral Meeting

Sehingga terjadi penyesuaian usulan RKA-KL, termasuk usulan RKA-KL Satker Pusdiklat KEBT. Pada fase ini terjadi perbedaan dari tahun anggaran sebelumnya, pembahasan usulan anggaran dipisah antara yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) dengan yang bersumber dari Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB). Pembahasan usulan anggaran RM dilakukan di Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) sedangkan anggaran DHPB dilakukan di Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak (DPNBP). Untuk usulan DHPB Satker Pusdiklat KEBT telah tetap dan disetujui sebesar Rp. 4.555.274.000,- yang terdistribusi untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana diklat serta penyelenggaraan diklat pnbp.
2.3.3. 
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Lembaga (RKA-KL) – Pagu Sementara Satker Pusdiklat KEBT
Pagu Indikatif ditetapkan melalui SE-357/MK/2008 tertanggal 04 April 2008, Departemen ESDM melalui Biro Perencanaan dan Kerjasama menginstruksikan agar Satker Pusdiklat KEBT memangkas usulan RKA-KL Pagu Indikatif TA. 2009 yang total semula Rp. 22.087.433.000,- menjadi usulan RKA-KL Pagu Sementara dengan total pagu sebesar Rp. 21.686.003.000,- . Berikut rekapitulasi usulan RKA-KL Pagu Sementara Satker Pusdiklat KEBT TA. 2009.
[image: image4.png]REKAPITULASI PROGRAM/KEGIATAN PUSDIKLAT KEBT
PAGU SEMENTARA [USULAN PAGU DEFINITIF] TA. 2009

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

Belanja (Rp. 000)

Pegawai Barang Modal Jumlah
rog| Keg | Sub.
01.01.13__|Pengelolaan SDM Aparatur 3178210 | 11,478,719 | 446,000 | 15,102,029
Loom Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan 378,210 - - 378,210
6001 |Pembayaran Gaji. Lembur. Honorarium dan Vakasi 3.178.210 - - 3.178.210
[6002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran - 2614301 446,000 3,060,301
0024 _[Pengadaan Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh - 75232 -
0034 _[Pengadaan Toga/Pakaian Kerja SopirSatpam - 10.960 -
0094 _[Penyelenggaraan Perpustakaan - 716,600 -
0205 [Perawatan Gedung Kantor - 342,060 -
(0256 _[Perbaikan Peralatan Kantor - 295160 -
0926 _[Pengadaan Perlengkapan_Kantor (atk. Barang Cetak. Alat. Rt. Langganan Majalan] - 208606 336,000
1138 _[Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4/6/8 - 179,330 -
[2003_|Sewa Gedung Kantor / Peralatan / Kendaraan - 119,508 -
[2005_|Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2 - 30.600 -
[2007_|Langganan Daya dan Jasa - 606.000 -
[2178 |Jasa Pos / Giro dan Senfikat - 20,050 -
[4863_|Operasional Perkantoran dan Pimpinan - 509,99 -
6003 [Pelayanan Publik atau Birokrasi - 2957724 - 2957724
0029 _|A_Tim Pengelolaan Kepegawaian dan Karsipan - 498891 -

[0062_|Pameran/Visualisasi/Publikasi dan Promosi - 292,085 -
0085 _|Rapat-rapat Koordinasi/Kerja/Dinas/Pimpinan Kelompok Kerja/Konsultast N 86625 N
0117_|Perencanaan / Implementasi / Pengelolaan Sistem Akutansi Pemerintah N 447 269 N

[o017 Peningkatan/Pengkajian Kapasitas Kelembagaan - 725,000 - 725,000
[0053_|Penyusunan Master Plan (Renstra Pusdiklat KEBT 2010 - 2014) - 200.000 -

0149 [Penyusunan Sistem Manajemen Mutu ISO 50012000 Program Diklat Bidang KEBT - 200.000 -
F1175_|Penyusunan Program dan Rencana Kerja (RKAKL) - 325,000 -

0024 Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana - 481,639 - 481,639
0009_|Pengadaan Buku-buku Perpustakaan N 150,000 N
0042 [Penyelenggaraan Laboratorium N 10.000 N
0095 [IKlan/Pengumuman/Pemberitahuan N 12,500 N
[2175_[Pengadaan Perlatan Kantor (inventaris Kantor) N 309139 N

0051 Peniemhanian SDM dan Adm. Keieiawaian - 682,540 - 682,540

[0052 Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja - 250,000 - 250,000
0084 _[Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kineria N 250 000 N

0067 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara - 2,856,353 - 2,856,353
0012_[Pendidikan dan Pelatihan Teknis N 2,680,500 N
0083 _[Evaluasi dan Pemantauan Diklat 1 N 75853 N

0088 [Pembinaan/Penyelenggaraan Kerjasama Internasional - 300,000 - 300,000
0914_|Peningkatan dan Pengembangan Keriasama Kediklatan Bilateral_Regional dan Intema N 300.000 N

o104 Kerjasama Antar Instansi Pemerintah/ Swasta/Lembaga - 150,000 - 150,000
0089_|Kerjasama Penyelenggaraan Diklat DN N 150,000 N

0106 Penyusunan/Pengembangan Kurikulum/Bahan Ajar dan Model Pembelajaran - 261,162 - 261,162

0017 _|A Penyusunan dan Pen emiumaan Kursil Diklat Teknis Eai\ Aiaramr Bid_KEBT N 261162 N

040508 |Penguasaan dan Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Serta - 2,027,800 | 2027800
Bisnis KTL
2191 Pengembangan SLK KEBT - 2,027,800 - 2,027,800
0728 _|Sosialisasi SLK - 742.700 -
0786 |A. Penyelenggaraan Forkon SLK - 131,162 -
B Tim Teknis Penyusunan Kelengkapahl Persyafetan Sertifikasi Sistem Manajemen B 239,960 B
Mutu ISO 9001:2000 Program Diklat Bidéng KEBT
C_Pengembangan SDM Ketenaganukifar - 227878 -
6056 |Penyusunan SLK KEBT - 686.100 -
04.06.01__|Pembinaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara - 2,490,274 | 2,065,000 | 4,556,274
0024 Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana - - 2,065,000 2,065,000
0312 |Penyediaan Sarana dan Prasarana Operasi - 2.065.000
0051 Pengembangan SDM dan Adm. Kepegawaian N 2,190,000 N 2,190,000
0012 |Diklat PNBP dan Penunjang - 1.800.000 -
0029_|Pembinaan Adm_Pengelolaan Kepegawaian - 390,000 -
0106 Penyusunan/Pengembangan Kursil/Bahan Ajar dan Model Pembelajaran - 300,274 - 300,274
1929 |Pengembangan Rancangan Kegiatan Pembelajaran Teori dan Praktik - 300,274 -
TOTAL 3178210 | 15,996,793 | 2,511,000 | 21,686,003





2.3.4. 
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Lembaga (RKA-KL) – Pagu Definitif Satker Pusdiklat KEBT
Pagu Sementara ditetapkan melalui SE-852/MK.02/2008 tertanggal 10 Juli 2008, Departemen ESDM melalui Biro Perencanaan dan Kerjasama menginstruksikan agar Satker Pusdiklat KEBT memangkas usulan RKA-KL Pagu Sementara TA. 2009 yang total semula Rp. 21.686.003.000,- menjadi usulan RKA-KL Pagu Definitif dengan total pagu sebesar Rp. 17.791.560.000,- .Berikut rekapitulasi usulan RKA-KL Pagu Definitif Satker Pusdiklat KEBT TA. 2009.

[image: image5.png]REKAPITULASI PROGRAM/KEGIATAN PUSDIKLAT KEBT
PAGU SEMENTARA [USULAN PAGU DEFINITIF] TA. 2009

’ ’ PAGU PAGU
Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Pemotongan
9 9 9 SEMENTAR 93" | DEFINITIF
rog] Keg | Sub.
01.01.13__|Pengelolaan SDM Aparatur 15,102,928 | 2,770,012 | 11,704,821
8001 Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan 3,176,210
0001 |Pembayaran Gaji. Lembur. Honorarium dan Vakasi 3.178.210 - 2559.214
0002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 3,060,301 - 3.060.301
0024 |Pengadaan Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh 75,232
0034 |Pengadaan Toga/Pakaian Kerja Sopir/Satpam 10,960
0084 _[Penyelenggaraan Perpustakaan 116,600
0205 |Perawatan Gedung Kantor 342,060
0256 |Perbaikan Peralatan Kantor 295,160
0926 _|Pengadaan Perlengkapan Kantor (atk_Barang Cetak. Alat Rt Langganan Majalah) 654,806
1138 |Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4/6/8 179,330
12003 [Sewa Gedung Kantor / Peralatan / Kendaraan 119,508
2005 _[Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2 30,600
[2007_|Langganan Daya dan Jasa 606,000
12178 _[Jasa Pos / Giro dan Sertifikat 20,050
14863 _|Operasional Perkantoran dan Pimfinan 609,995
0003 Pelayanan Publik atau Birokrasi 2957724
0029 |A Tim Pengelolaan Kepegawaian an Kearsipams 498,891 55132 443759
0059 |Pembinaan / Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan 1,632,854 356.059 1.276.795
0062 |Pameran/Visualisasi/Publikasi dan Promosi 292,085 - 292,085
0088 _|Rapat-rapat Koordinasi/Kerja/Dinas/Pimpinan Kelompok Kerja/Konsultast 86.625 - 86.625
0117 _|Perencanaan / Implementasi / Pengelolaan Sistem Akutansi Pemerintah 447 269 55.000 392.269
0017 Peningkatan/Pengkajian Kapasitas Kelembagaan 725,000
0053 |Penyusunan Master Plan (Renstra Pusdiklat KEBT 2010 - 2014) 200,000 - 200,000
0149 |Penyusunan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2000 Program Diklat Bidang KEBT 200,000 200,000 -
1175 _|Penyusunan Program dan Rencana Kerja (RKA-KL) 325,000 - 325,000
0024 Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana 481,639
0009 |Pengadaan Buku-buku Perpustakaan 150.000 150.000 -
0042 |Penyelenggaraan Laboratorium 10.000 - 10.000
0095 _|Iklan/Pengumuman/Pemberitahuan 12,500 - 12,500
12175 _[Pengadaan Perlatan Kantor (Inventaris Kantor) 309.139 189.139 120.000
0051 Pengembangan SDM dan Adm. Kepegawaian 682,540
2055 _[Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM 682,540 505,350 177.190
0052 Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja 250,000
0084 |Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja 250,000 - 250,000
0067 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara 2,856,353 957.801 1,898,552
0012 |Pendidikan dan Pelatihan Teknis 2.680.500
0083 _|Evaluasi dan Pemantauan Diklat A 175853
0088 Pembinaan/Penyelenggaraan Kerjasama Internasional 300,000
0914 |Peningkatan dan Pengembangan Kerjasama Kediklatan Bilateral. Regional dan Interna 300.000 110531 189.469
0104 Kerjasama Antar Instansi Pemerintah/Swasta/Lembaga 150,000
0089 |Kerjasama Penyelenggaraan Diklat DN 150.000 - 150.000
To106 Penyusunan/Pengembangan Kurikulum/Bahan Ajar dan Model Pembelajaran 161,162
[6017_|A Penyusunan dan Pen, rempurnaan Kursil Diklat Teknis Bagi Aparatur Bid KEBT 261,162 - 261,162
B Penyusunan Modul 200,000 200,000 -
04.05.08 |Penguasaan dan Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Serta 2,027,800 786,435 | 1,531,365
Bisnis KTL
L1191 Pengembangan SLK KEBT 2,027,800
[0723 Sosialisasi SLK 742.700 256,475 486,225
0786 |A Penyelenggaraan Forkon SLK 131.162 - 131.162
B Tim Teknis Penyusunan Kelengkapan Persgaatan SgAias Stemianajemen 239,960 739,960
Mutu ISO 9001:2000 Program Dikl@8Btdang KEais -
C_Pengembangan SDM Ketenagdfiukliran 227,878 - 227,878
16056 |Penyusunan SLK KEBT 686.100 - 686.100
04.06.01 _|Pembinaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara 4555274 — | 455012
L()Ou Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana 2,065,000
[6312_|Penyediaan Sarana dan Prasarana Operasi 2,065.000
To051 Pengembangan SDM dan Adm. Kepegawaian 2,190,000
[ﬂmz Diklat PNBP dan Penunjang 1.800.000
0029 _|Pembinaan Adm_Pengelolaan Kepegawaian 390,000
To106 Penyusunan/Pengembangan Kursil/Bahan Ajar dan Model Pembelajaran 300,274
11925 _|Pengembangan Rancangan Kegiatan Pembelajaran Teori dan Praktik 300274
TOTAL 21,686,003 | 3,275,447 | 17,791,560





Flow Penyusunan Anggaran Pusdiklat KEBT TA. 2009

Pagu Indikatif (SE-357/MK/2008 Tanggal 04 April 2008)

	Program Pengelolaan SDM Aparatur
	Rp. 15.559.604.000,-
	

	Program Penguasaan dan Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Serta Bisnis Ketenagalistrikan 
	Rp. 2.027.829.000,-
	

	Program Pembinaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
	Rp. 4.500.000.000,-
	

	TOTAL
	Rp. 22.087.433.000,-
	


 

Pagu Sementara (SE-852/MK.02/2008 Tanggal 10 Juli 2008)

	Program Pengelolaan SDM Aparatur
	Rp. 15.102.929.000,-
	

	Program Penguasaan dan Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Serta Bisnis Ketenagalistrikan 
	Rp. 2.027.800.000,-
	

	Program Pembinaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
	Rp. 4.555.274.000,-
	

	TOTAL
	Rp. 21.686.003.000,-
	


 

Pagu Definitif (SE-1615/MK.02/2008 Tanggal 31 Oktober 2008)

	Program Pengelolaan SDM Aparatur
	Rp. 11.704.921.000,-
	

	Program Penguasaan dan Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Serta Bisnis Ketenagalistrikan 
	Rp. 1.531.365.000,-
	

	Program Pembinaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
	Rp. 4.555.274.000,-
	

	TOTAL
	Rp. 17.791.560.000,-
	



DIPA Pusdiklat KEBT TA. 2009
	Program Pengelolaan SDM Aparatur
	Rp. 12.323.917.000,-
	

	Program Penguasaan dan Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Serta Bisnis Ketenagalistrikan 
	Rp. 1.531.365.000,-
	

	Program Pembinaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
	Rp. 4.555.274.000,-
	

	TOTAL
	Rp. 18.410.556.000,-
	


2.4. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2009 [Pagu Definitif]
(terlampir pada Lampiran II)

Berikut TOR Program dan Kegiatan Pagu Definitif TA. 2009

2.4.1. 
PROGRAM (01.01.03) : PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
Indikator keluaran   : 

· Terwujudnya pengelolaan gaji, honorarium dan tunjangan

· Terselenggaranya penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan Perkantoran

· Terwujudnya pelayanan umum dan birokrasi

· Terwujudnya penguatan kelembagaan pusdiklat

· Terwujudnya penyediaan sarana dan prasarana

· Terselenggaranya pengembangan SDM dan administrasi kepegawaian

· Terwujudnya pengembangan sistem dan evaluasi kinerja

· Terselenggaranya diklat aparatur negara

· Terwujudnya kerjasama internasional

· Terwujudnya kerjasama antar instansi pemerintah/swasta/lembaga

· Terselenggaranya penyusunan/pengembangan kurikulum/bahan ajar dan model pembelajaran

2.4.1.1.  Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan 
a. 
Latar Belakang

· Dasar Hukum

· Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169);

· Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara RI Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

· Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);

· Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

· Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4848);

· Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4212) sebagaiman telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4418);

· Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

· Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

· Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3000.K/80/MEM/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Pengangkatan Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 di Lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

· Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2089.K/73/MEM/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Pengangkatan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan;

· Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara;

· Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-12/PB/2007 tentang Prosedur dan Tatacara Permintaan serta Pembayaran Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil;

· Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-13/PB/2007 tentang Prosedur dan Tatacara Permintaan serta Pembayaran Uang Lembur bagi Pegawai Negeri Sipil;

· Gambaran Umum

Reformasi dalam bidang pengelolaan keuangan negara khususnya dalam sistem penganggaran telah banyak membawa perubahan yang sangat mendasar dalam pelaksanaannya. Pemerintah (kementerian negara/lembaga) menurut amanat Pasal 12 ayat (2) UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, secara eksplisit dinyatakan bahwa Penyusunan RAPBN berpedoman kepada rencana kerja pemerintah. Dalam rangka penyusunan rencana kerja dimaksud, maka setiap kementerian negara menuangkannya dalam RKAKL dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan serta besaran input yang menunjangnya dan biasanya disusun melalui pendekatan anggaran terpadu (unified budget), kerangka pengeluaran jangka menengah (Medium Term Expenditure) dan pendekatan penganggaran berbasis kinerja (Performance Based Budgeting).
Tahun 2007 Ditjen Anggaran telah memperkenalkan pengelompokan kegiatan yakni Kegiatan Dasar, Kegiatan Prioritas, dan Kegiatan Penunjang akan tetapi untuk implementasinya baru dilaksanakan pada tahun anggaran 2009, hal ini dapat dimaklumni dengan maksud agar masing-masing satuan kerja melakukan pembenahan data pegawai.
Konsep Kegiatan dasar adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar satuan kerja dan merupakan syarat minimum berjalannya suatu organisasi atau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pemenuhan pelayanan publik/birokrasi sesuai dengan tugas dan fungsi pada satuan kerja, antara lain kegiatan pengelolaan gaji, honorarium dan tunjangan.
Pengelolaan gaji, honorarium dan tunjangan dalam tahun anggaran 2009 masuk dalam kelompok kegiatan dasar dan dialokasikan pada belanja mengikat, untuk itu maka kegiatan untuk mengalokasikan dan melaksanakan pembayaran gaji adalah kelompok akun belanja gaji dan tunjangan (kode 511) dan kelompok akun belanja honorarium/lembur/vakasi/tunjangan khusus dan belanja transito (kode 512). Aspek yuridis pengelolaan gaji secara undang-undang menjadi domain Menteri Keuangan sedangkan pengelolaan kepegawaian dan pemanfaatan dan pendayagunaannya menjadi domain Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. Oleh karena itu para kepala biro masing-masing kementerian dan lembaga terkadang mengalami kesulitan dalam melakukan estimasi pemenuhan pegawai (formasi) serta jaminan pembayaran hasil formasi yang direncanakan tersebut, mengingat bahwa alokasi gaji dibuat dalam kondisi “at cost” sebagaimana dicantumkan dalam RKAKL. Disamping aspek tersebut maka tuntutan kesejahteraan dan ketepatan pembayaran gaji merupakan tolok ukur kegiatan pengelolaan gaji, honorarium dan tunjangan di lingkungan Pusat Diklat KEBT

· Alasan Kegiatan Dilaksanakan

· Memenuhi hak pegawai untuk memperoleh imbalan sesuai aturan yang berlaku;

· Membantu pegawai untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.

b. 
Kegiatan yang dilaksanakan

· Uraian Kegiatan :

Pelaksanaan pengelolaan gaji, honorarium dan tunjangan dilakukan melalui mekanisme DIPA dan RKAKL yakni pembebanan pada akun belanja gaji dan tunjangan (kode 511) dan akun belanja honorarium/lembur/vakasi/tunjangan khusus dan belanja transito (kode 512) satuan kerja Pusat Diklat KEBT

· Batasan Kegiatan :

Kegiatan ini dilaksanakan dengan swakelola melalui mekanisme pencairan Anggaran dan Belanja Negara tahun berkenaan dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan RI, antara lain:

1. Menelaah ketentuan/peraturan yang berlaku dalam rangka pengelolaan keuangan negara

2. Menyusun rencana anggaran biaya dan rencana penggunaan dana

3. Melakukan verifikasi atas kelengkapan administrasi dan pembebanan dalam rangka pembayaran gaji sesuai rencana penggunaan dana

4. Melakukan koordinasi vertikal dan diagonal pada pejabat yang berwenang mengelola DIPA dan RKA-KL

5. Melakukan koordinasi internal antara bendahara pengeluaran dengan pejabat pembuat daftar gaji melalui mekanisme rekonsiliasi internal

6. Menyusun pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk menerbitkan SPM dengan menggunakan format sebagaimana daiatur dalam peraturan ditjen perbendaharaan berikut kelengkapan persyaratannya (SPP-LS)

7. Menyusun laporan pelaksanaan pengelolaan gaji sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c.
Maksud dan Tujuan

· Maksud Kegiatan

Maksud dari kegiatan ini adalah melakukan estimasi anggaran pengelolaan gaji, honorarium dan tunjangan dalam tahun anggaran berkenaan secara akurat dengan melibatkan pejabat yang bertanggung jawab dan menangani masalah kepegawaian sehingga diharapkan tingkat kesejahteraan pegawai di lingkungan Pusat Diklat KEBT tercapai sesuai rencana organisasi.
· Tujuan Kegiatan 

Tujuan dari kegiatan ini untuk memberikan layanan pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga Pusat, mengupayakan kesejahteraan pegawai Pusdiklat KEBT melalui pemenuhan kebutuhan pokok dan penunjang, serta memberikan layanan pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan inventaris barang milik/kekayaan negara.
d.
Indikator Keluaran dan Keluaran

· Indikator Keluaran (Kualitatif)

Terpenuhinya kesejahteraan pegawai di lingkungan Pusat Diklat KEBT.

· Keluaran (Kuantitatif)

Terlaksananya pembayaran gaji, tunjangan dan honorarium pegawai di lingkungan Pusat Diklat KEBT sebanyak 67 orang PNS, 12 orang Tenaga Keamanan, dan Pramu saji/kantor 8 orang.

e.
Cara Pelaksanaan Kegiatan

· Metode Pelaksanaan 

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola di bagian tata Usaha c.q Sub Bagian Keuangan dan Rumah Tangga, melibatkan antara lain pejabat Pembuat Komitmen (P2K), Pembuat Daftar Gaji (PDG), Bendahara Pengeluaran dan staf di Sub bagian keuangan dan Rumah Tangga
· Tahapan Kegiatan 

· Inventarisasi dan pemantauan peraturan/ketentuan terkini yang berkaitan dengan kepegawaiandan proses pencairan gaji.
· Penyusunan rencana Kerja memuat antara lain estimasi penyerapan anggaran untuk gaji perbulan, usulan pembayaran gaji beserta kelengkapan administrasinya, perhitungan lembur beserta daftar pembayaran perhitungan lembur dan perhitungan pajaknya.
· Penyusunan usulan Surat Permintaan Pembayaran-Langsung (SPP-LS) yang ditandatangani oleh Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran.

· Pengujian SPP-LS dilaksanakan oleh pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji tagihan kepada negara dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM).

· Pengujian SPM-LS kepada KPPN agar diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran.

· Pengujian gaji bulan berikutnya dan Pembuatan laporan Bulanan untuk keperluan rekonsiliasi dan pertanggung jawaban.

f.
Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Lokasi Pelaksanaan Kegiatan di Jakarta

g.
Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan

· Pelaksana kegiatan
:

Sub Bagian Keuangan dan Rumah Tangga  
· Penanggungjawab kegiatan 
: 
Kepala Bagian Tata Usaha
· Penerima manfaat
:
PNS di lingkungan Pusdiklat KEBT 

h.
Jadwal Kegiatan

· Waktu Pelaksanaan Kegiatan :

Kegiatan dilakukan selama 12 bulan, dimulai pada Desember tahun sebelum tahun anggaran berjalan.

· Matrik Pelaksanaan Kegiatan :
	No.
	Kegiatan
	Bulan

	
	
	1
	2
	3
	4
	….
	12

	1.
	Penyusuna Rencana Kerja
	
	
	
	
	
	

	2.
	Inventarisasi dan pemantauan peraturan
	
	
	
	
	
	

	3.
	Usulan SPP-LS
	
	
	
	
	
	

	4.
	Pengujian SPP-LS
	
	
	
	
	
	

	5.
	Pengajuan SPP-LS
	
	
	                                                                          
	
	
	

	6.
	Pengajuan Gaji bulan berikutnya
	
	
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	
	
	
	


i.
Biaya

Biaya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur, dengan jumlah Rp. 3.238.210.000,- Detail Rincian Biaya dan Rencana Penggunaan Dana (terlampir).
2.4.1.2.  Penyelenggaraan Operasional Perkantoran
a. 
Latar Belakang

· Dasar Hukum

· Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara RI Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

· Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);

· Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

· Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4848);

· Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4212) sebagaiman telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4418);

· Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

· Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3000.K/80/MEM/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Pengangkatan Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 di Lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

· Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2089.K/73/MEM/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Pengangkatan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan;

· Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara;

· Gambaran Umum

Reformasi dalam bidang pengelolaan keuangan negara khususnya dalam sistem penganggaran telah banyak membawa perubahan yang sangat mendasar dalam pelaksanaannya. Pemerintah (kementerian negara/lembaga) menurut amanat Pasal 12 ayat (2) UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, secara eksplisit dinyatakan bahwa Penyusunan RAPBN berpedoman kepada rencana kerja pemerintah. Dalam rangka penyusunan rencana kerja dimaksud, maka setiap kementerian negara menuangkannya dalam RKAKL dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan serta besaran input yang menunjangnya dan biasanya disusun melalui pendekatan anggaran terpadu (unified budget), kerangka pengeluaran jangka menengah (Medium Term Expenditure) dan pendekatan penganggaran berbasis kinerja (Performance Based Budgeting).
Tahun 2007 Ditjen Anggaran telah memperkenalkan pengelompokan kegiatan yakni Kegiatan Dasar, Kegiatan Prioritas, dan Kegiatan Penunjang akan tetapi untuk implementasinya baru dilaksanakan pada tahun anggaran 2009, hal ini dapat dimaklumni dengan maksud agar masing-masing satuan kerja melakukan pembenahan data pegawai.
Konsep Kegiatan dasar adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar satuan kerja dan merupakan syarat minimum berjalannya suatu organisasi atau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pemenuhan pelayanan publik/birokrasi sesuai dengan tugas dan fungsi pada satuan kerja, antara lain kegiatan penyelenggaraan operasional perkantoran.
Penyelenggaraan Operasional Perkantoran dalam tahun anggaran 2009 masuk dalam kelompok kegiatan dasar dan dialokasikan pada belanja mengikat, untuk itu maka kegiatan untuk menyelenggarakan operasional perkantoran adalah kelompok akun belanja barang (kode 512). 
· Alasan Kegiatan Dilaksanakan

· Merupakan kegiatan dasar yang dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar satuan kerja dan merupakan syarat minimum berjalannya suatu organisasi.

b. 
Kegiatan yang dilaksanakan

· Uraian Kegiatan :

Pelaksanaan penyelenggaraan operasional perkantoran dilakukan melalui mekanisme DIPA dan RKAKL yakni pembebanan pada akun belanja barang (kode 512) satuan kerja Pusat Diklat KEBT

· Batasan Kegiatan :

Kegiatan ini dilaksanakan dengan swakelola melalui mekanisme pencairan Anggaran dan Belanja Negara tahun berkenaan dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan RI, antara lain:

· Pengadaan makanan penambahan daya tahan tubuh;

· Pengadaan Toga/Pakaian kerja sopir/Satpam;

· Penyelenggaraan Perpustakaan;

· Perawatan gedung kantor;

· Perbaikan peralatan kantor;

· Pengadaan perlengkapan kantor;

· Perawatan kendaraan bermotor roda 4/6/8;

· Sewa Gedung kantor/peralatan/kendaraan;

· Perawatan kendaraan bermotor roda 2;

· Langganan daya dan jasa;

· Jasa Pos/Giro dan sertifikat;

· Operasional perkantoran dan pimpinan.

c.
Maksud dan Tujuan

· Maksud Kegiatan

Maksud dari kegiatan ini adalah melakukan penganggaran penyelenggaraan operasional perkantoran dalam tahun anggaran berkenaan secara akurat dengan melibatkan pejabat yang bertanggung jawab dan menangani masalah operasional perkantoran sehingga diharapkan kinerja organisasi Pusat Diklat KEBT tercapai sesuai rencana organisasi.
· Tujuan Kegiatan 

Tujuan dari kegiatan ini untuk memberikan layanan pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga Pusat, dan memberikan layanan pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan inventaris barang milik/kekayaan negara.

d.
Indikator Keluaran dan Keluaran

· Indikator Keluaran (Kualitatif)

Terpenuhinya kebutuhan operasional perkantoran di lingkungan Pusat Diklat KEBT.

· Keluaran (Kuantitatif)

Terlaksananya penyelenggaraan operasional perkantoran di lingkungan Pusat Diklat KEBT selama 1 (satu) tahun.

e.
Cara Pelaksanaan Kegiatan

· Metode Pelaksanaan 

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola di bagian tata Usaha, melibatkan antara lain pejabat Pembuat Komitmen (P2K), Bendahara Pengeluaran dan staf di Bagian Tata Usaha.
· Tahapan Kegiatan 

· Penyusunan rencana Kerja memuat antara lain estimasi penyerapan anggaran untuk operasional perkantoran per bulan.
· Penyusunan usulan Surat Permintaan Pembayaran-Langsung (SPP-LS) yang ditandatangani oleh Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran.

· Pengujian SPP-LS dilaksanakan oleh pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji tagihan kepada negara dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM).

· Pengujian SPM-LS kepada KPPN agar diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran.

f.
Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Lokasi Pelaksanaan Kegiatan di Jakarta

g.
Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan

· Pelaksana kegiatan
:

Sub Bagian Keuangan dan Rumah Tangga  
· Penanggungjawab kegiatan 
: 
Kepala Bagian Tata Usaha
· Penerima manfaat
:
PNS di lingkungan Pusdiklat KEBT 

h.
Jadwal Kegiatan

· Waktu Pelaksanaan Kegiatan :

Kegiatan dilakukan selama 12 bulan, dimulai pada Desember tahun sebelum tahun anggaran berjalan.

· Matrik Pelaksanaan Kegiatan :

	No.
	Kegiatan
	Bulan

	
	
	1
	2
	3
	4
	….
	12

	1.
	Penyusuna Rencana Kerja
	
	
	
	
	
	

	2.
	Inventarisasi dan pemantauan peraturan
	
	
	
	
	
	

	3.
	Usulan SPP-LS
	
	
	
	
	
	

	4.
	Pengujian SPP-LS
	
	
	
	
	
	

	5.
	Pengajuan SPP-LS
	
	
	                                                                          
	
	
	


i.
Biaya

Biaya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur, dengan jumlah Rp. 3.005.301.000,- Detail Rincian Biaya dan Rencana Penggunaan Dana (terlampir).

2.4.1.3. Tim Pengelolaan Kepegawaian
a. 
Latar Belakang

· Dasar Hukum

· Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan;

· Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169);

· Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara RI Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

· Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);

· Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2007 (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4662);

· Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 74);

· Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 198);
· Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4212) sebagaiman telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4418);
· Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

· Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor  052 Tahun 2006 Tentang Tata Persuratan Dinas dan Kearsipan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

· Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2089.K/73/MEM/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Pengangkatan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan.
· Gambaran Umum

Sebagaimana diketahui bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagai Aparatur Negara adalah penyelenggara tugas Pemerintah dan pelaksana pembangunan  dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang, Perubahan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok kepegawaian, pasal 12 ayat (2) disebutkan bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, bertanggung jawab, jujur dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja.

Untuk mencapai hal tersebut di atas diperlukan upaya-upaya penyempurnaan dalam pembinaan Pegawai Negri Sipil. Dalam rangka penyempurnaan pembinaan pegawai Negeri Sipil telah banyak dilakukan Pemerintah, antara lain adanya perampingan organisasi, perubahan berbagai peraturan termasuk peraturan dibidang kepegawaian, adanya otonomi daerah, pelayanan prima dan lain sebagainya.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan (Pusdiklat KEBT) merupakan salah satu Pusdiklat di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral yang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan. Salah satu fungsi yang harus dilaksanakan untuk menunjang tugas adalah pengelolaan kepegawaian dan organisasi. Sebagai acuan pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Pemerintah telah menetapkan ketentuan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 98, 99, 100 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11, 12, 13 Tahun 2002, dan telah terbitnya Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1161 K/70/MEM/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Kepegawaian Terpadu Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. Mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, Pusdiklat KEBT akan melakukan penyusunan dokumen pengelolaan kepegawaian yang dapat menjadi acuan untuk pengadaan, pengembangan dan pembinaan pegawai untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Disamping hal tersebut diatas dan dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dalam bidang Tata Persuratan Dinas dan Kearsipan (TPDK) sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor  052 Tahun 2006 Tentang Tata Persuratan Dinas dan Kearsipan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu penataan arsip pegawai sebagai bagian dari pengelolaan kepegawaian.

Selanjutnya, UU No.7 Tahun 1971 memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan naskah-naskah dalam corak bagaimanapun dari suatu arsip, adalah meliputi baik yang tertulis, maupun yang dapat dilihat dan didengar seperti hasil rekaman, film dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan berkelompok ialah naskah-naskah yang berisikan hal-hal yang berhubungan satu dengan yang lain yang dihimpun dalam satu berkas tersendiri mengenai masalah yang sama. Menurut Undang-undang tersebut, tujuan kearsipan adalah untuk menjamin keselamatan bahan pertanggunjawaban nasional tentang perencanaan, pelaksanaan dan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan serta untuk menyediakan bahan pertanggungjawaban tersebut bagi kegiatan Pemerintah (Pasal 3 UU.No. 7 Tahun 1971).

Kegiatan yang berhubungan dengan penyimpanan surat-surat dan dokumen inilah yang selanjutnya disebut kearsipan. Kearsipan memegang peranan penting bagi kelancaran jalannya organisasi, yaitu sebagai sumber dan pusat rekaman informasi bagi suatu organisasi.

Sejak berdirinya Pusdiklat Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan (tahun 2001) dengan nama Pusdiklat Energi dan Ketenagalistrikan, belum pernah dilakukan pengelolaan arsip secara terpadu, sehingga menjadi kendala membedakan arsip dinamis dan statis. Hal tersebut juga dalam rangka pelaksanaan PP Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusunan Arsip, sebagaimana diketahui bahwa penyusutan arsip merupakan kegiatan dalam upaya penanggulangan permasalahan arsip yang senantiasa bertambah, sejalan dengan dinamika administrasi, serta untuk meningkatkan kegunaan arsip, efisien kerja, biaya dan tenaga, sehingga terjadi efisien juga dalam waktu, ruang dan sarana kerja.

· Alasan Kegiatan Dilaksanakan

1. 
Melaksanakan Tugas dan Fungsi Bagian Tata Usaha, Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sesuai Permen Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

2.
Melaksanakan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 1161 K/70/MEM/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Kepegawaian Terpadu Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

3.
Melaksanakan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor  052 Tahun 2006 Tentang Tata Persuratan Dinas dan Kearsipan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

4.
Dalam rangka mewujudkan pengelolaan kepegawaian dan kearsipan yang cepat, tepat, efektif dan efisien sehingga meningkatkan kinerja organisasi dengan tercapainya visi dan misi Pusdiklat KEBT.
b. 
Kegiatan yang dilaksanakan

· Uraian Kegiatan :

Pengelolaan kepegawaian dan kearsipan mencakup kegiatan sebagai berikut :
1. Penyusunan bahan rumusan dokumen perencanaan pengembangan pegawai, meliputi :

· Rencana kebutuhan pengadaan pegawai;

· Bahan pengembangan kompetensi pegawai;

· Kekuatan Pegawai saat ini dan akan datang;

· Faktor-faktor strategis pengembangan pegawai;

· Metodologi pengembangan pegawai;

· Program-program pengembangan pegawai, meliputi :

- Program penyertaan diklat pegawai;

- Program pengembangan kesejahteraan pegawai;

- Program pembinaan disiplin pegawai.

· Update bahan Sistem Informasi Kepegawaian;

2. Penyusunan kearsipan dengan membedakan arsip menurut fungsi dan kegunaannya, yaitu :

· Arsip dinamis, yaitu arsip yang masih dipergunakan secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan atau penyelenggaraan administrasi perkantoran;

· Arsip statis, yaitu arsip yang tidak dipergunakan lagi secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan atau penyelenggaraan administrasi perkantoran, atau sudah tidak dipakai lagi dalam kegiatan perkantoran sehari-hari.
· Batasan Kegiatan :

Persiapan Administrasi ► Pembahasan/Rapat ► Pengumpulan Data ► Koordinasi Internal dan External ► Pemrosesan Data ►Pembuatan Laporan.

c.
Maksud dan Tujuan

· Maksud Kegiatan

Maksud dibentuknya Tim Pengelolaan Kepegawaian dan Kearsipan adalah untuk menyusun dokumen pengelolaan kepegawaian yang dapat dijadikan acuan untuk pengadaan, pengembangan dan pembinaan pegawai, serta penyusunan kearsipan pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan Tahun 2009
· Tujuan Kegiatan 

Tujuannya adalah untuk mewujudkan pengelolaaan kepegawaian dan kearsipan yang tertib dan efisien untuk menunjang tugas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan

d.
Indikator Keluaran dan Keluaran

· Indikator Keluaran (Kualitatif)

Terwujudnya pengelolaan kepegawaian dan kearsipan yang cepat, tepat, efektif dan efisien.

· Keluaran (Kuantitatif)

Laporan Pengelolaan Kepegawaian dan Kearsipan (2 dokumen) , memuat antara lain :

- Dokumen perencanaan pengembangan pegawai;

- Dokumen penyusunan kearsipan.

e.
Cara Pelaksanaan Kegiatan

· Metode Pelaksanaan 

Kegiatan dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral, dengan susunan Tim terdiri dari : 1 orang Pengarah, 1 orang Penanggung Jawab, 1 orang Koordinator, 1 orang Ketua, 1 orang Wakil Ketua, 1 orang Sekretaris dan 37 orang anggota, yang berasal dari unit-unit terkait di lingkungan DESDM, BKN dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.

· Tahapan Kegiatan 

1. Melaksanakan rapat internal dan external dalam rangka penyusunan rencana kerja dan monitoring kegiatan; 

2. Merumuskan rencana pengembangan pegawai sesuai kebutuhan Pusdiklat ;

3. Mengikuti koordinasi di bidang kepegawaian dan kearsipan internal dan Eksternal DESDM;

4. Menyempurnakan pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (SIPEG);

5. Melakukan koordinasi dalam rangka pengumpulan data untuk penyusunan arsip;

6. Menyeleksi arsip di lingkungan Pusdiklat KEBT menurut fungsi dan kegunaannya;

7. Membuat Daftar  Pertelaan Arsip Pusdiklat KEBT;

8. Melakukan penilaian dan pencatatan arsip yang akan dimusnahkan berdasarkan Jadwal Retensi Arsip dan nilai gunanya;

9. Menyusun laporan hasil kegiatan Tim Pengelolaan kepegawaian dan kearsipan.

f.
Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Lokasi pelaksanaan dikonsentrasikan di Jakarta, dengan konsinyering dilakukan di wilayah Jawa Barat. Konsinyering dilakukan di luar kantor dan di luar jam kerja karena Pusdiklat Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan belum memiliki asrama untuk akomodasi peserta rapat yang berdomisili jauh dari tempat rapat, dan membutuhkan konsentrasi serta pemikiran yang tinggi sehingga tidak dapat dilakukan seperti rapat biasa
g.
Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan

· Pelaksana kegiatan
:

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum  
· Penanggungjawab kegiatan 
: 
Kepala Bagian Tata Usaha
· Penerima manfaat
:
PNS di lingkungan Pusdiklat KEBT 

h.
Jadwal Kegiatan

· Waktu Pelaksanaan Kegiatan :

Kegiatan dilakukan selama 12 bulan, dimulai pada bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009

· Matrik Pelaksanaan Kegiatan :
	No
	Kegiatan
	Bulan

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Persiapan administrasi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Pembahasan/Rapat
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Pengumpulan Data
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Koordinasi Internal & External
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Pemrosesan Data
	
	
	
	
	                                                                          
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Pembuatan Laporan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


i.
Biaya

Biaya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Tim Pengelolaan Kepegawaian dan Kearsipan bersumber dari Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur, dengan jumlah Rp. 443.759.000,- (Empat ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), dan dibebankan ke anggaran Satker Pusdiklat KEBT Tahun Anggaran 2009. Detail Rencana Anggaran Biaya dan Rencana Penggunaan Anggaran terlampir.

2.4.1.4. Tim Pelaksana Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA) di Lingkungan Pusat Diklat KEBT

a. 
Latar Belakang

· Dasar Hukum

· Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

· Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

· Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
· Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
· Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
· Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
· Peraturan Menteri ESDM Nomor 0030 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
· Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
· Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN

· Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-24/PB/2006 tentang Pelaksanaan Penyusunan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga

· Gambaran Umum

Sebelum berlakunya paket undang-undang di bidang keuangan negara, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengharuskan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan negara dalam bentuk perhitungan anggaran negara. Wujud laporan ini biasanya hanya menginformasikan aliran kas pada APBN sesuai dengan format anggaran yang disahkan oleh legislatif, tanpa menyertakan informasi tentang posisi kekayaan dan kewajiban pemerintah. Laporan yang sedimikian itu, selain memuat informasi yang terbatas juga waktu penyampaiannya kepada legislatif sangat terlambat.

Upaya konkrit dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di lingkungan pemerintah adalah mengharuskan setiap pengelola keuangan negara untuk menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa laporan pertanggung jawabab keuangan dimaksud dalam bentuk “Laporan Keuangan” yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas (BUN) dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang disusun berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP).

Dalam praktek akuntansi yang dilaksanakan oleh setiap instansi pengelola APBN, baik sebagai ‘entitas pelaporan’ dan ‘entitas akuntansi’ pada intinya wajib menyajikan dan melaporkan pengelolaan keuangan negara dalam laporan keuangan.

Pusat Diklat KEBT merupakan entitas akuntansi yang berperan sebagai penyumbang bagi laporan yang disusun dan disampaikan oleh entitas pelaporan, untuk itu perlu membentuk Tim Pelaksana Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/B) di lingkungan Pusat Diklat KEBT, dengan struktur organisasi sebagai berikut:

a. Penanggung jawab/Wakil Penanggung jawab

b. Koordinator/Wakil Koordinator

c. Petugas Verifikasi/Administrasi dan Operator

· Alasan Kegiatan Dilaksanakan

1. 
Melaksanakan mandat yang terdapat dalam Pasal 9 butir c, f dan butir g yakni melaksanakan anggaran kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya, mengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya dan menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya.

2.
Melaksanakan Tugas dan Fungsi Bagian Tata Usaha sesuai Permen ESDM No. 30 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja DESDM, pada pasal 767 huruf (d) Pelaksana pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan, akuntansi, dan inventarisasi barang milik/kekayaan negara

2.
Laporan keuangan pemerintah dihasilkan melalui proses akuntansi   

3.
Laporan keuangan pemerintah disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintahan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Laporan Arus Kas (BUN) disertai dengan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

4.
Laporan keuangan disajikan sebagai wujud pertanggung jawaban setiap ‘entitas pelaporan’ yang meliputi laporan keuangan pemerintah pusat, laporan keuangan kementerian negara/lembaga, dan laporan keuangan daerah

5.
Laporan keuangan pemerintah pusat/daerah disampaikan kepada DPR(D) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran yang bersangkutan berakhir

6.
Laporan keuangan pemerintah diaudit oleh lembaga pemeriksa ekstern yang independen dan profesional sebelum disampaikan kepada DPR(D)

b. 
Kegiatan yang dilaksanakan

· Uraian Kegiatan :

a. Dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBN, setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan berpedoman pada Sistem Akuntansi Pemerintahan.

b. Pusat Diklat KEBT merupakan entitas pelaporan yang menyumbang laporan bagi entitas pelaporan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

c. Penyajian dan pelaporan keuangan negara meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan

d. Dalam LRA disajikan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diperbandingkan dengan anggarannya 

e. Neraca menyajikan aset, utang, dan ekuitas dana
· Batasan Kegiatan :

1.  
Menyajikan laporan keuangan dalam lingkup entitas akuntansi

2.
Mengkoordinasikan rencana pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) di lingkup satuan kerja Pusat Diklat KEBT

3.
Mengkoordinasikan dan menyiapkan organisasi  Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/B)

4.
Mengkoordinasi penyiapan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang diperlukan

5.
Memproses semua transaksi keuangan dan barang yang dilaksanakan melalui proses Sistem Akuntansi Instansi (SAI) meliputi: identifikasi, klasifikasi, verifikasi transaksi

6.
Mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi internal antara laporan SAK dan SIMAK-BMN

7.
Melakukan “cross check data” dalam kurun waktu minggu ke-III pada bulan berkenaan

8.
Melakukan rapat koordinasi tim kecil dari Petugas Administrasi dan Petugas Verifikasi dengan dibantu operador komputer dalam rangka menghasilkan Arsip Data Komputer (ADK)

9.
Mempresentasikan usulan/rancangan laporan keuangan UAKPA/B sebelum ditanda tangani Kepala Pusat Diklat KEBT

10.
Melaporkan laporan keuangan tingkatan ‘entitas akuntansi’ ke tingkatan ‘entitas pelaporan’ (UAKPA-E1)

c.
Maksud dan Tujuan

· Maksud Kegiatan

· Untuk meningkatkan keandalan pelaporan manajerial di bidang keuangan negara melalui pengelolaan ”sistem akuntansi pemerintahan”

· Menyajikan dan melaporkan Laporan Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja yang terdiri dari:

1) Menyajikan dan melaporkan Laporan Realisasi Anggaran penyajiannya meliputi: realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan

2) Menyajikan dan melaporkan Neraca, penyajiaannya meliputi: aset, utang, dan ekuitas dana

3) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

· Tujuan Kegiatan 

Dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBN, setiap entitas pelaporan/akuntansi wajib menyusun laporan keuangan dan laporan kinerja
d.
Indikator Keluaran dan Keluaran

· Indikator Keluaran (Kualitatif)

Terlaksananya penyajian dan pelaporan sebagai pertanggung jawaban atas pengelolaan APBN meliputi: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dilaporkan secara bulanan dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dilaporkan secara semesteran
· Keluaran (Kuantitatif)

· Dokumen penerimaan yang terdiri dari:

a. Estimasi pendapatan yang dialokasikan

b. Realisasi pendapatan: SSBP, SSP dan dokumen lain yang dipersamakan

· Dokumen pengeluaran yang terdiri dari:

a. Alokasi Anggaran DIPA, SKO dan dokumen lain yang dipersamakan

b. Realisasi pengeluaran: SPM dan SP2D, dan dokumen lain yang dipersamakan

· Dokumen persediaan

· Dokumen Piutang (bila ada transaksi)

· Dokuemn Konstruksi dalam Pengerjaan (bila ada transaksi)

e.
Cara Pelaksanaan Kegiatan

· Metode Pelaksanaan 

Pengelolaan dan penyajian laporan keuangan dilaksanakan secara swakelola dengan pembentukan Tim Pelaksana Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pusat Diklat KEBT
· Tahapan Kegiatan 

1. Persiapan administrasi dan ’update’ referensi terkini selain UU dan PP yang berkaitan dengan pelaksanaan pelaporan keuangan negara

2. Menyiapkan dan mengkoordinasikan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang diperlukan

3. Mengkoordinasikan penyiapan organisasi UAKPA/B dalam rangka pelaksanaan SAK dan SIMAK-BMN

4. Penyusunan Laporan Bulanan, Semesteran dan Triwulan

f.
Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Pemilihan lokasi pelaksanaan kegiatan dilaksanakan tersebar antara lain:

· Jakarta

Rapat koordinasi dan konsultatif dengan unit pelaporan dan Bendahara Umum Negara (BUN) yakni Departemen Keuangan c.q DJA dan DJPb; DESDM c.q Biro Keuangan dan Biro Umum; Badan Diklat ESDM c.q. Bagian Keuangan

· Jawa (Jawa Barat, Jawa Tengah,  Jawa Timur,  Daerah Istimewa Yogyakarta) dan Banten 

Akan dilakukan kajian banding dalam pengelolaan keuangan negara (APBN/APD) dalam menerapkan SAK dan SIMAK-BMN baik di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dan instansi lain yang terkait antara lain Pemda,  Perguruan Tinggi, Pusat Diklat Teknologi Meneral dan Batubara, Pusat Diklat Geologi, Pusdiklat Migas-Cepu

· Sumatera (Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara), Lampung, Riau, Batam, Bali dan NTB

Akan dilakukan konsultasi dalam pengelolaan Keuangan Negara khususnya pengelolaan Barang Milik Negara dan pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI)

g.
Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan

· Pelaksana kegiatan
:

Kepala Bagian Tata Usaha  

· Penanggungjawab kegiatan 
: 
Kepala Pusdiklat KEBT
· Penerima manfaat
:
PNS di lingkungan Pusdiklat KEBT 


h.
Jadwal Kegiatan

· Waktu Pelaksanaan Kegiatan :

Waktu pelaksanaan kegiatan selama 12 bulan di tahun 2009
· Matrik Pelaksanaan Kegiatan :
	No.
	Kegiatan
	Periode

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Persiapan Administrasi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Penyiapan Surat Keputusan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Bahan/Penunjang Rapat
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Pendanaan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Pembahasan Materi
	
	
	
	                                                                          
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	· 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	· 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Penyusunan Laporan Final
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


i.
Biaya

Biaya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur, dengan jumlah Rp. 447.269.000,-. Detail Rencana Anggaran Biaya (terlampir), dan dibebankan pada Anggaran Satker Pusdiklat KEBT, Tahun Anggaran 2009.

2.4.1.5. Penyusunan Master Plan

a. 
Latar Belakang

· Dasar Hukum

· Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

· Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
· Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
· Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi (LAN) Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan AKIP.
· Gambaran Umum

Tercapainya tujuan pembangunan nasional, yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 harus didukung dengan penyiapan dan penyediaan infrastruktur di semua lini dan bidang, termasuk didalamnya bidang ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan. Bidang ini bahkan memiliki peranan yang sentral dan sangat strategis dalam proses pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial bagi suatu negara sehingga harus ditangani dengan sangat serius dan konsisten.

Krisis listrik ditengah melimpahnya ketersediaan sumber daya energi yang terjadi di negara kita dewasa ini perlu dilihat dan disikapi secara arif. Potensi yang melimpah tersebut harus dapat dikelola secara efektif dan efisien sehingga mampu menjamin ketersinambungan penyediaan energi dalam menunjang pelaksanaan pembangunan saat ini dan masa yang akan datang. Minusnya jumlah pasokan daya listrik secara nasional, bukanlah satu-satunya permasalahan yang harus mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. Lebih jauh dari itu, masyarakat juga berhak atas tersedianya energi listrik yang bermutu dengan harga yang terjangkau serta memenuhi persyaratan keselamatan ketenagalistrikan yang aman, andal dan akrab lingkungan. Untuk mencapai kondisi tersebut, diperlukan perencanaan yang baik dan matang dari seluruh tahapan proses konversi sumber daya energi yang tersedia untuk dijadikan energi listrik atau energi sekunder lainnya. Salah satu aspek penting yang tidak terpisahkan dari pembangunan bidang ini adalah penyediaan sumber daya manusia (SDM) yang handal dan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dapat mendukung bidang tugasnya.

Pemerintah telah menyediakan sejumlah perangkat kebijakan untuk mendukung pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang bidang ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan. Kebijakan-kebijakan tersebut harus diselaraskan dengan perencanaan pengembangan SDM yang menanganinya melalui suatu perencanaan strategis program-program kediklatan. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan (KEBT) merupakan unit kerja di bawah Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral yang dibentuk melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. Tugas pokok dari Pusdiklat ini adalah menyiapkan dan meningkatkan kualitas SDM bidang Ketenagalistrikan dan EBT melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (diklat) bidang ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan. 
Dengan berakhirnya Rencana Strategis Pusdiklat KEBT tahun 2005-2009 serta meningkatnya kompleksitas permasalahan di bidang Ketenagalistrikan dan EBT, maka Pusdiklat KEBT perlu meningkatkan kapasitas kelembagaannya, dengan penyusunan kembali rencana stratejik pengembangan jangka menengah (2010-2014) institusi melalui evaluasi dan penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan-kegiatannya. 

· Alasan Kegiatan Dilaksanakan

· Melaksanakan Tugas dan Fungsi Bidang Pengembangan Diklat sesuai Permen ESDM No. 30 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja DESDM pasal 770 dan 771.

· Rencana Strategis merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan Pusdiklat KEBT pada tahun 2010-2014.
b. 
Kegiatan yang dilaksanakan

· Uraian Kegiatan :

Penyusunan Rencana Strategis Pusdiklat KEBT 2010 – 2014 merupakan kegiatan menyusun dokumen Rencana Strategis Pusdiklat KEBT tahun 2010 - 2014, yang memuat komponen Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program.

· Batasan Kegiatan :

· Menyiapkan rencana kerja Penyusunan Rencana Strategis Pusdiklat KEBT Tahun 2010-2014;
· Menyiapkan bahan-bahan pendukung proses Penyusunan Rencana Strategis Pusdiklat KEBT Tahun 2010-2014;

· Menyusun Rencana Strategis Pusdiklat KEBT Tahun 2010-2014 melalui pertemuan berkala; 

· Melaksanakan koordinasi dengan unit/bidang/bagian terkait dalam rangka mendapatkan data untuk bahan penyusunan Rencana Strategis;

· Menyiapkan draft Surat Keputusan Kepala Pusdiklat tentang Pelaksanaan Rencana Strategis Pusdiklat KEBT Tahun 2010-2014.
c.
Maksud dan Tujuan

· Maksud Kegiatan

Maksud Penyusunan Rencana Strategis Pusdiklat KEBT 2010 – 2014 adalah sebagai acuan pelaksanaan kegiatan Pusdiklat KEBT tahun 2010-2014. 

· Tujuan Kegiatan 

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Pusdiklat KEBT 2010 – 2014 adalah pencapaian visi Pusdiklat KEBT.
d.
Indikator Keluaran dan Keluaran

· Indikator Keluaran (Kualitatif)

Rencana Strategis Pusdiklat KEBT tahun 2010 - 2014, yang memuat komponen Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program yang ditetapkan pelaksanaannya oleh Surat Keputusan Kepala Pusdiklat.
· Keluaran (Kuantitatif)

Dokumen Rencana Strategis Pusdiklat KEBT tahun 2010 – 2014 serta Surat Keputusan Kepala Pusdiklat tentang Pelaksanaan Rencana Strategis Pusdiklat KEBT Tahun 2010-2014.
e.
Cara Pelaksanaan Kegiatan

· Metode Pelaksanaan 

Kegiatan Penyusunan Rencana Strategis Pusdiklat KEBT 2010 – 2014 dilaksanakan secara swakelola. Pelaksanaannya dilakukan oleh Tim yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Diklat Energi dan Sumber Daya Mineral. 

Pelaksanaan Penyusunan Rencana Strategis Pusdiklat KEBT 2010 – 2014  akan dilakukan oleh Tim yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral. Tim terdiri: 

· 1 orang Pengarah (DESDM), 

· 2 orang Penanggung Jawab (DESDM), 

· 1 orang Koordinator, 

· 1 orang Ketua Bidang Energi, 

· 1 orang Ketua Bidang Listrik, 

· 1 orang Wakil Ketua, 

· 1 orang Sekretaris,dan 

· 37 orang Anggota (DESDM, LAN, Bappenas). 

Masa kerja Tim adalah 6 bulan terhitung sejak tanggal 01 Juni sampai dengan 30 November 2009.
· Tahapan Kegiatan 

· Pembentukan Tim

· Penyusunan Rencana Kerja

· Pengumpulan Bahan-bahan Pendukung

· Rapat Pembahasan Renstra Pusdiklat KEBT 2010 – 2014

· Finalisasi Rancangan Renstra Pusdiklat KEBT 2010 – 2014

· Pembuatan Usulan SK Kepala Pusdiklat

f.
Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Lokasi pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis Pusdiklat KEBT 2010 – 2014  dikonsentrasikan di Jakarta dan dalam rangka konsinyiring akan dilakukan di beberapa lokasi (Jawa Barat). 

Konsinyiring dilaksanakan di luar jam kantor karena Pusdiklat KEBT belum memiliki asrama untuk akomodasi peserta rapat yang tempat tinggalnya jauh dari tempat rapat dan membutuhkan konsentrasi dan pemikiran yang tinggi sehingga tidak dapat dilakukan rapat biasa.
g.
Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan

· Pelaksana kegiatan
:
Tim Penyusunan Rencana Strategis Pusdiklat KEBT 2010 – 2014, yang dikoordinir oleh Kepala Sub Bidang Perencanaan
  
· Penanggungjawab kegiatan 
: 
Kepala Bidang Pengembangan Diklat
· Penerima manfaat
:
Pusdiklat Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan 

h.
Jadwal Kegiatan

· Waktu Pelaksanaan Kegiatan :

Waktu pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis Pusdiklat KEBT 2010 – 2014 berlangsung selama 6 (enam) bulan.
· Matrik Pelaksanaan Kegiatan :

	No.
	Kegiatan
	Bulan

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Pembentukan Tim
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Penyusunan Rencana Kerja
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Pengumpulan Bahan-bahan Pendukung
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Rapat Pembahasan Renstra Pusdiklat KEBT 2010 – 2014
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Finalisasi Rancangan Renstra Pusdiklat KEBT 2010 – 2014
	
	
	
	                                                                          
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Pembuatan Usulan SK Kepala Pusdiklat
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


i.
Biaya

Biaya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur, dengan jumlah Rp.200.000.000,-. Detail Rincian Biaya dan Rencana Penggunaan Dana (terlampir) dan dibebankan ke anggaran Satker Pusdiklat KEBT, Tahun Anggaran 2009.

2.4.1.6. Penyusunan Program dan Rencana Kerja (RKA-KL)

a. 
Latar Belakang

· Dasar Hukum

· Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
· Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
· Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400;

· Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104);

· Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2007 (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4662);

· Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

· Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga;

· Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

· Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; 

· Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4418);

· Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral

· Gambaran Umum

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2009 merupakan tahun kelima Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah pada Kabinet Indonesia Bersatu. Dengan demikian kinerja program tahun 2008 cukup menentukan, sehingga sasaran dan target pembangunan, termasuk sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Mengacu kepada kebijakan yang telah ditetapkan, prioritas pembangunan di bidang listrik tahun 2009 diarahkan kepada peningkatan rasio elektrifikasi, kapasitas pembangkit tenaga listrik, perluasan jaringan, terbitnya Undang – Undang Ketenagalistrikan, meningkatnya partisipasi masyarakat, koperasi dan swasta dalam penyediaan tenaga listrik, terwujudnya regulasi yang kondusif untuk investasi.

Sementara prioritas pembangunan Bidang Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Tahun 2008 diarahkan untuk ditetapkannya peraturan perundang – undangan di bidang energi, pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan  terus dikembangkan sejalan dengan kebijakan Pemerintah melakukan substitusi bahan bakar fosil dengan bahan bakar alternative.

Untuk melaksanakan amanat Undang – Undang dan mengimplementasikan kebijakan di bidang Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan dimaksud, Pusdiklat Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan perlu menyusun beberapa dokumen perencanaan, meliputi: Rencana Program Jangka Panjang (RPJP), Rencana Program Jangka Menengah (RPJM), Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) dan Rencana Kerja dan Anggaran.

Rencana Kerja Pusdiklat KEBT TA. 2009 merupakan pelaksanaan tahun kelima dari RPJM Pusdiklat KEBT 2005 – 2009 dan merupakan kelanjutan Rencana Kerja Pusdiklat Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan.

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dilakukan secara terpadu dengan mengacu kepada arah dan kebijakan anggaran tahun 2008 dengan lebih memprioritaskan program utama dan kegiatan spesifik atau yang sifatnya dasar (basic need) dan menggambarkan keluaran yang hendak dicapai mengacu kepada sistem penganggaran yang berlaku saat ini. Dalam rangka mempersiapkan Rencana Kerja dan Anggaran secara tahunan di lingkungan Pusdiklat Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan dilakukan suatu perumusan rencana program dan anggaran secara terpadu baik di lingkungan Pusdiklat KEBt, Badan Diklat ESDM dan Departemen ESDM.           
· Alasan Kegiatan Dilaksanakan

· Melaksanakan Tugas dan Fungsi Bidang Pengembangan Diklat sesuai Permen ESDM No. 30 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja DESDM pasal 773.

· Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2010 merupakan rencana program kerja yang akan dilaksanakan oleh Pusdiklat Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan pada Tahun 2010.

b. 
Kegiatan yang dilaksanakan

· Uraian Kegiatan :

· Uraian kegiatan program rencana kerja dan anggaran tahun 2010 Pusdiklat KEBT tahun Anggaran 2010 adalah sebagai berikut:

· Menyiapkan bahan, materi untuk penyusunan program RKA Tahun Anggaran 2010;

· Menyelenggarakan rapat persiapan dan penyusunan program RKA Tahun Anggaran 2010. 

· Melaksanakan koordinasi dengan sekretariat Badan Diklat ESDM dan Biro Perencanaan dan Kerjasama Sekretariat Jenderal DESDM dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi Tahun 2010.

· Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan pemerintah daerah dalam rangka keterpaduan penyusunan program kediklatan Bidang Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan

· Menyampaikan presentasi hasil penyusunan program RKA Tahun Anggaran 2010 kepada Pimpinan Pusat Diklat KEBT.

· Batasan Kegiatan :

Kegiatan penyusunan program dan rencana kerja Pusdiklat KEBT hanya meliputi penyiapan materi, penyelenggaraan rapat – rapat, melaksanakan koordinasi dan penyampaian presentasi dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran pada tahun 2010.

c.
Maksud dan Tujuan

· Maksud Kegiatan

Kegiatan Penyusunan Program Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2010 Pusdiklat Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan dimaksudkan untuk mensinergikan kegiatan di lingkungan Pusdiklat KEBT tahun 2010 dengan rencana kerja pemerintah. 

· Tujuan Kegiatan 

· Kegiatan Penyusunan Program Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2010 Pusdiklat Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan adalah:

· Mendukung koordinasi antar Bidang dan Bagian di Lingkungsn Pusdiklat Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan dalam merumuskan perencanaan program, kegiatan dan anggaran.

· Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam rangka perencanaan program kediklatan bidang Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan dengan unit – unit kerja di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral

· Mengoptimalkan efisiensi, efektifitas perencanaan dan anggaran sesuai pagu yang ditetapkan. 

d.
Indikator Keluaran dan Keluaran

· Indikator Keluaran (Kualitatif)

Tersusunnya Program Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2010 Pusdiklat Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan.
· Keluaran (Kuantitatif)

Laporan Program Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2010 Pusdiklat Ketenagalistrikan sebanyak satu buah.

e.
Cara Pelaksanaan Kegiatan

· Metode Pelaksanaan 

Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Program Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2010 Pusdiklat Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan akan dilakukan secara swakelola oleh Tim Penyusun Program Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2010 Pusdiklat Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Diklat Energi dan Sumber Daya Mineral dengan rincian sebagai berikut:

· 1 orang Pengarah (DESDM);

· 2 orang Penanggung Jawab (DESDM), 

· 1 orang Koordinator, 

· 1 orang Ketua, 

· 1 orang Wakil Ketua, 

· 1 orang Sekretaris dan

· 25 orang Anggota. 

Masa kerja Tim adalah 12 bulan terhitung sejak Januari sampai dengan Desember 2009.


· Tahapan Kegiatan 

· Mengidentifikasi dan mengumpulkan bahan evaluasi sebagai bahan inputan penyusunan RKP/RKKL untuk Tahun Anggaran 2010;

· Menyusun dan melaporkan usulan RKP/RKKL Pusdiklat KEBT Tahun Anggaran 2010 kepada Kepala Badan Diklat ESDM sebagai bahan pembahasan pada sinkronisasi program dan kegiatan di lingkungan DESDM;

· Menyiapkan dan menyusun Rencana Kerja Pusdiklat KEBT sebagai bahan usulan Pagu Indikatif TA 2010; 

· Menyiapkan dan menyusun RKA-KL Pusdiklat KEBT berdasarkan Pagu Sementara yang ditetapkan;

· Menyiapkan dan menyusun RKA-KL Pusdiklat KEBT berdasarkan Pagu Definitif yang ditetapkan;

· Penelaahan RKA-KL Pusdiklat KEBT;

· Menyusun Laporan Akhir Kegiatan

f.
Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Lokasi pelaksanaan kegiatan Penyusunan Program Rencana Kerja dikonsentrasikan di Jakarta dan dalam rangka koordinasi penyusunan program akan dilakukan pada beberapa lokasi:

· Jawa Barat (Cikarang), pemilihan lokasi ini disesuaikan dengan lokasi yang biasanya digunakan DESDM untuk koordinasi penyusunan program;

· Kepulauan Riau, pemilihan lokasi ini disesuaikan dengan lokasi yang biasanya digunakan DESDM untuk koordinasi penyusunan program;

· Bali (Denpasar), pemilihan lokasi ini disesuaikan dengan lokasi yang biasanya digunakan DESDM untuk koordinasi penyusunan program;

· Sulawesi Selatan (Makassar), pemilihan lokasi ini disesuaikan dengan lokasi yang biasanya digunakan DESDM untuk koordinasi penyusunan program;

· Sulawesi Utara (Manado), pemilihan lokasi ini disesuaikan dengan lokasi yang biasanya digunakan DESDM untuk koordinasi penyusunan program.

Sedangkan konsinyiring Penyusunan Program Rencana Kerja Pusdiklat KEBT akan dilaksanakan di beberapa lokasi di Jawa Barat.  

Konsinyiring dilaksanakan di luar jam kantor karena Pusdiklat KEBT belum memiliki asrama untuk akomodasi peserta rapat yang tempat tinggalnya jauh dari tempat rapat dan membutuhkan konsentrasi dan pemikiran yang tinggi sehingga tidak dapat dilakukan rapat biasa.
g.
Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan

· Pelaksana kegiatan
:
Tim Penyusunan Program Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2010 Pusdiklat Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan yang dikoordinir oleh Kepala Bidang Pengembangan Diklat;  
· Penanggungjawab kegiatan 
: 
Kepala Bidang Pengembangan Diklat
· Penerima manfaat
:
Pusdiklat Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan 

h.
Jadwal Kegiatan

· Waktu Pelaksanaan Kegiatan :

Waktu pelaksanaan kegiatan Penyusunan Penyusunan Program Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2010 Pusdiklat Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan ini akan dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan pada Tahun 2009. 

· Matrik Pelaksanaan Kegiatan :

	No.
	Kegiatan
	Bulan

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Pembentukan Tim
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Penyusunan RKP/RKKL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Penyusunan Rencana Kerja Pusdiklat KEBT T.A  2010 (Pagu Indikatif) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Penyusunan Rencana Kerja Pusdiklat KEBT T.A  2010 (Pagu Sementara) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Penyusunan Rencana Kerja Pusdiklat KEBT T.A  2010 (Pagu Definitif) 
	
	
	
	                                                                          
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Penelaahan RKA-KL Pusdiklat KEBT TA. 2010
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


i.
Biaya

Biaya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur, dengan jumlah dana Rp.325.000.000,-. Detail Rincian Biaya dan Rencana Penggunaan Dana (terlampir) dan dibebankan ke anggaran Satker Pusdiklat KEBT, Tahun Anggaran 2009.

2.4.1.7. Penyertaan Diklat Pegawai Pusdiklat

a. 
Latar Belakang

· Dasar Hukum

· Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169);

· Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara RI Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

· Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);

· Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2007 (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4662);

· Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 74);

· Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 198);
· Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4212) sebagaiman telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4418);
· Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

· Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2089.K/73/MEM/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Pengangkatan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan;

· Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3000.K/80/MEM/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Pengangkatan Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 di Lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

· Gambaran Umum

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan yang dibentuk berdasarkan  Peraturan  Menteri  Energi  dan  Sumber  Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juni 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral memiliki tugas utama menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bidang Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan. 
Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sesuai ketentuan Peraturan Menteri dimaksud, diperlukan ketersediaan pegawai yang memenuhi kompetensi dalam pelaksanaan tugas utama di bidang penyelenggaraan diklat serta tugas penunjang yang bersifat fasilitatif dan koordinatif.
Pembinaan PNS melalui penyertaan diklat pegawai di lingkungan Pusdiklat Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan (KEBT) mengacu kepada  Peraturan Pemerintah RI Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS, meliputi pendidikan dan pelatihan pra jabatan dan dalam jabatan. Pendidikan dan pelatihan dalam jabatan, terdiri dari Diklat Pimpinan, Diklat Teknis dan Diklat Fungsional.
Di samping pembinaan melalui penyertaan diklat, maka pengembangan dan peningkatan kapasitas pegawai Pusdiklat KEBT, juga dilakukan melalui penyertaan dalam bimbingan teknis, seminar, workshop dan atau kegiatan sejenis.  
· Alasan Kegiatan Dilaksanakan

1. Melaksanakan Tugas dan Fungsi Bagian Tata Usaha, Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sesuai Permen Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

2.
Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 198);

3.
Dalam rangka meningkatkan pengetahuan, ketrampilam dan sikap/perilaku untuk dapat melaksanakan tugas sesuai dengan jabatannya secara profesional, serta sebagai salah satu syarat untuk menduduki jabatan struktural atau fungsional;

b. 
Kegiatan yang dilaksanakan

· Uraian Kegiatan :

Penyertaan pegawai mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) ada dua jenis yaitu Diklat Prajabatan dan Diklat Dalam Jabatan.

1. Diklat Prajabatan

Diklat Prajabatan merupakan syarat pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), terdiri dari :

- Diklat Prajabatan Golongan I, untuk menjadi PNS Golongan I;
- Diklat Prajabatan Golongan II, untuk menjadi PNS Golongan II;
- Diklat Prajabatan Golongan III, untuk menjadi PNS Golongan III.

Diklat Prajabatan wajib diikuti oleh Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah pengangkatan sebagai CPNS dan dinyatakan lulus untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

2.
Diklat Dalam Jabatan.

Diklat dalam jabatan dilaksanakan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku Pegawai Negeri Sipil agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan sebaik-baiknya, terdiri dari :

2.1.
Diklat Kepemimpinan (Diklatpim).

Diklat Kepemimpinan dilaksanakan untuk mencapai persyaratan Kompetensi Kepemimpinan Aparatur Pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural, terdiri dari :

a. 
Diklatpim Tingkat IV, adalah Diklatpim untuk Jabatan Struktural Eselon IV.

b. 
Diklatpim Tingkat III, adalah Diklatpim untuk Jabatan Struktural Eselon III.

c. 
Diklatpim Tingkat II, adalah Diklatpim untuk Jabatan Struktural Eselon II.

d. 
Diklatpim Tingkat I, adalah Diklatpim untuk Jabatan Struktural Eselon I.

2.2.
Diklat Fungsional.

Diklat Fungsional dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang Jabatan Fungsional masing-masing.

2.3. Diklat Teknis.

Diklat Teknis dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas PNS.

Selain mengikuti Diklat-diklat dimaksud, pegawai juga disertakan ke dalam Bimtek, Seminar, workshop dan yang sejenisnya, untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya. 

· Batasan Kegiatan :

Pengumpulan data ► koordinasi internal dan external ► penyertaan diklat ► rekapitulasi penyertaan diklat ►menyusun  laporan.
c.
Maksud dan Tujuan

· Maksud Kegiatan

Maksud penyertaan pegawai dalam Diklat, Bimtek, Seminar, Workshop dll adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku pegawai.
· Tujuan Kegiatan 

Tujuan penyertaan pegawai dalam Diklat, Bimtek, Seminar, Workshop dll adalah agar pegawai dapat melaksanakan tugas secara profesional sesuai dengan kompetensinya untuk  mewujudkan pemerintahan yang Good Government.
d.
Indikator Keluaran dan Keluaran

· Indikator Keluaran (Kualitatif)

Meningkatnya kompetensi pegawai sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya

· Keluaran (Kuantitatif)

· 61 (enam puluh satu) Sertifikat Diklat, Seminar, Bimtek, Workshop dll.
· 61 (enam puluh satu) Laporan penyertaan pegawai mengikuti Diklat, Seminar, Bimtek, Workshop dll.
e.
Cara Pelaksanaan Kegiatan

· Metode Pelaksanaan 

Kegiatan penyertaan pegawai Pusdiklat Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan dalam Diklat, Bimtek, Seminar, Workshop dll dilaksanakan secara swakelola.

· Tahapan Kegiatan 

· Mengadakan rapat-rapat dalam rangka penyusunan rencana kerja;
· Menerima dan mencari surat penawaran Diklat, Seminar, Bimtek, Workshop dll;
· Menseleksi penawaran sesuai kebutuhan pegawai dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya;

· Melakukan koordinasi antar Bidang/Bagian di internal Pusdiklat Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan dalam rangka penyertaan Diklat, Bimtek, Seminar, Workshop dll;

· Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak penyelenggara diklat baik instansi Pemerintah maupun swasta dalam rangka pencalonan peserta;

· Menyertakan pegawai dalam Diklat, Bimtek, Seminar, Workshop dll ke penyelenggara diklat baik instansi Pemerintah maupun swasta;
· Menyampaikan laporan hasil penyertaan pegawai kepada Kepala Pusdiklat KEBT.
f.
Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan penyertaan Diklat, Bimtek, Seminar, Workshop dan atau kegiatan sejenis lainnya, dikonsentrasikan di Jakarta dan tersebar di beberapa tempat.
g.
Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan

a. 
Pelaksana kegiatan
:
Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

b. 
Penanggungjawab kegiatan 
:
Kepala Bagian Tata Usaha
c. 
Penerima manfaat
:
Pegawai Pusat Pendidikan dan Pelatihan Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan
h.
Jadwal Kegiatan

· Waktu Pelaksanaan Kegiatan :

Kegiatan dilakukan selama 12 bulan, dimulai pada bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009.

a. Matrik Pelaksanaan Kegiatan : 
	No
	Kegiatan
	Bulan

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Pengumpulan data
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Menerima dan mencari penawaran
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Menseleksi penawaran
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Koordinasi Internal & External
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Penyertaan Diklat, Bimtek, Seminar dll
	
	
	
	
	                                                                          
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Penyusunan laporan Diklat, Bimtek, Seminar dll
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


i.
Biaya

Biaya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dimaksud bersumber dari Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur, dengan jumlah Rp. 177.190.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah), dan dibebankan ke anggaran Satker Pusdiklat KEBT Tahun Anggaran 2009. Detail Rencana Anggaran Biaya dan Rencana Penggunaan Anggaran terlampir.
2.4.1.8. Penyusunan Laporan Evaluasi dan Kinerja
a. 
Latar Belakang

· Dasar Hukum

· Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
· Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
· Peraturan Menteri Negara PAN Nomor B/1430/S.PAN/06/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

· Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan AKIP.

· Gambaran Umum

· Perubahan kondisi sosial, ekonomi dan politik yang sangat fundamental menuntut perlunya sistem perencanaan pembangunan yang komprehensif dan mengarah kepada perwujudan transparansi, akuntabilitas, demokratisasi, desentralisasi, dan partisipasi masyarakat, yang pada akhirnya dapat menjamin pemanfaatan dan pengalokasian sumber dana pembangunan yang semakin terbatas menjadi lebih efisien dan efektif secara berkelanjutan. 

· Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari 4 (empat) tahapan, yakni : (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan perencanaan; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana merupakan bagian-bagian dari fungsi manajemen, yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Keempatnya saling melengkapi dan masing-masing memberi umpan balik. Perencanaan yang telah disusun dengan baik, tidak ada artinya jika tidak dapat dilaksanakan. Setiap pelaksanaan rencana tidak akan berjalan lancar jika tidak didasarkan pada perencanaan yang baik. Sejalan dengan itu, dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program pembangunan, perlu dilakukan upaya pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan.

· Pengendalian dilakukan dengan maksud untuk dapat menjamin bahwa pelaksanaan rencana sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan dengan maksud untuk dapat mengetahui dengan pasti, apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan, dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencana di masa datang. Sedangkan pelaporan dilakukan untuk memberikan informasi yang cepat, tepat dan akurat sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kondisi yang terjadi serta penentuan kebijakan yang relevan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pelaporan dilakukan secara berkala dan berjenjang. 

· Alasan Kegiatan Dilaksanakan

· Melaksanakan Tugas dan Fungsi Bidang Pengembangan Diklat sesuai Permen ESDM No. 30 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja DESDM pasal 770 dan 771.

· Melaksanakan pelaporan dan evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Pusdiklat KEBT pada tahun berjalan.

b. 
Kegiatan yang dilaksanakan

· Uraian Kegiatan :

Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja merupakan kegiatan pembuatan laporan dan evaluasi atas kinerja dari kegiatan yang dilakukan oleh Pusdiklat KEBT. Kegiatan penyusunan laporan dan evaluasi kinerja yang dimaksud, meliputi Penyusunan Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Penyusunan Laporan Triwulan, Penyusunan Laporan Tahunan dan Penyusunan Laporan Kilas Balik.

· Batasan Kegiatan :

· Menyiapkan rencana kerja Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja Pusdiklat KEBT;

· Menyiapkan bahan dan materi untuk Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja Pusdiklat KEBT;

· Melakukan koordinasi dengan unit/bidang/bagian terkait dalam rangka Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja Pusdiklat KEBT;

· Melaksanakan penyusunan, pembahasan dan perumusan Laporan dan Evaluasi Kinerja Pusdiklat KEBT Tahun Anggaran 2009;

· Menyusun Laporan Hasil kegiatan Tim Evaluasi Kinerja.

c.
Maksud dan Tujuan

· Maksud Kegiatan

Maksud Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja adalah untuk memberikan informasi atas keberhasilan/kegagalan dari pelaksanaan kegiatan berikut kendala yang dihadapi  pada kegiatan Pusdiklat KEBT tahun 2009. 

· Tujuan Kegiatan 

Tujuan Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja adalah tersedianya bahan pengambilan keputusan yang informatif dan akurat dalam menentukan kebijakan di masa datang.
d.
Indikator Keluaran dan Keluaran

· Indikator Keluaran (Kualitatif)

Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Triwulan, Laporan Tahunan dan Laporan Kilas Balik .
· Keluaran (Kuantitatif)

Dokumen laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); Dokumen Laporan Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV; Dokumen Laporan Tahunan dan Dokumen Laporan Kilas Balik.
e.
Cara Pelaksanaan Kegiatan

· Metode Pelaksanaan 

Kegiatan Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja dilaksanakan secara swakelola. Pelaksanaannya dilakukan oleh Tim yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Diklat Energi dan Sumber Daya Mineral. 

Pelaksanaan Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja  akan dilakukan oleh Tim yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral. Tim terdiri atas:

· 1 orang Pengarah (DESDM),

· 2 orang Penanggung Jawab (DESDM), 

· 1 orang Koordinator, 

· 1 orang Ketua, 

· 1 orang Wakil Ketua, 

· 1 orang Sekretaris dan

· 28 orang Anggota. 

Masa kerja Tim adalah 10 bulan terhitung sejak tanggal 02 Maret sampai dengan 31 Desember 2009.


· Tahapan Kegiatan 

· Pembentukan Tim

· Penyusunan Rencana Kerja

· Pengumpulan Bahan-bahan Pendukung

· Rapat Pembahasan dan Penyusunan Laporan LAKIP

· Rapat Pembahasan dan Penyusunan Laporan Triwulan

· Rapat Pembahasan dan Penyusunan Laporan Tahunan

· Rapat Pembahasan dan Penyusunan Laporan Kilas Balik

· Koordinasi dengan Unit/Bidang/Bagian terkait

f.
Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Lokasi pelaksanaan kegiatan dikonsentrasikan di Jakarta dan dalam rangka konsinyiring Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja akan dilakukan pada beberapa lokasi (Jawa Barat).
Konsinyiring dilaksanakan di luar jam kantor karena Pusdiklat KEBT belum memiliki asrama untuk akomodasi peserta rapat yang tempat tinggalnya jauh dari tempat rapat dan membutuhkan konsentrasi dan pemikiran yang tinggi sehingga tidak dapat dilakukan rapat biasa.
g.
Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan

· Pelaksana kegiatan
:
Tim Penyusunan Program Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2010 Pusdiklat Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan yang dikoordinir oleh Kepala Bidang Pengembangan Diklat;  
· Penanggungjawab kegiatan 
: 
Kepala Bidang Pengembangan Diklat
· Penerima manfaat
:
Pusdiklat Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan 

h.
Jadwal Kegiatan

· Waktu Pelaksanaan Kegiatan :

Waktu pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja berlangsung selama 10 (sepuluh) bulan.
· Matrik Pelaksanaan Kegiatan :
	No.
	Kegiatan
	Bulan

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Pembentukan Tim
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Penyusunan Rencana Kerja
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Pengumpulan Bahan-bahan Pendukung
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Rapat Pembahasan dan Penyusunan Laporan LAKIP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Rapat Pembahasan dan Penyusunan Laporan Triwulan
	
	
	
	                                                                          
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Rapat Pembahasan dan Penyusunan Laporan Tahunan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Rapat Pembahasan dan Penyusunan Laporan Kilas Balik
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	Koordinasi dengan Unit/Bidang/Bagian terkait
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


i.
Biaya

Biaya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur, dengan jumlah Rp. 250.000.000,-. Detail Rincian Biaya dan Rencana Penggunaan Dana (terlampir) dan dibebankan ke Satker Pusdiklat KEBT Tahun Anggaran 2009. 

2.4.1.9. Penyelenggaraan Diklat Teknis 
a. 
Latar Belakang

· Dasar Hukum

· PP No. 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS.

· Peraturan MESDM No. 0030 Tahun 2005 tentang Tata Kerja Organisasi DESDM, Pasal 763 mengenai Tugas dan Fungsi Pusdiklat KEBT. 
· Gambaran Umum

Sesuai Pasal 763 Peraturan MESDM No. 0030 Tahun 2005 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan mempunyai tugas melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan bidang Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan. Penyelenggaraan diklat di bidang Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan diarahkan untuk meningkatkan kompetensi Aparatur Negara (PNS) dan tenaga teknik (Non PNS). Peningkatan kompetensi SDM Aparatur sebagaimana diatur oleh PP No. 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS dilakukan melalui diklat yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari usaha pembinaan PNS secara menyeluruh.
Sejak tahun 2001 hingga Juni 2006, Pusdiklat EKTL/KEBT telah menyelenggarakan beberapa jenis diklat teknis di bidang energi dan ketenagalistrikan  dengan total jumlah peserta 1567 orang berasal dari PNS Pusat dan Daerah.  
· Alasan Kegiatan Dilaksanakan

· Melaksanakan Tugas dan Fungsi Bidang Pelatihan dan Sarana Diklat sesuai Permen ESDM No. 30 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja DESDM pasal 770 dan 771.

b. 
Kegiatan yang dilaksanakan

· Uraian Kegiatan :

Penyelenggaraan pendidikan dan pelaithan bidang ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan
· Batasan Kegiatan :

· Menyiapkan rencana kerja penyelenggaraan diklat;

· Menyiapkan bahan dan materi untuk penyelenggaraan diklat;

· Melakukan koordinasi dengan unit/bidang/bagian terkait dalam rangka penyelenggaraan diklat;

· Melaksanakan penyusunan, pembahasan dan perumusan Laporan penyelenggaraan diklat;
c.
Maksud dan Tujuan

· Maksud Kegiatan

Kegiatan penyelenggaraan diklat Aparatur Negara dilaksanakan dengan maksud optimalisasi penyelenggaraan tugas Pemerintah di bidang Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan baik di tingkat Pusat dan Daerah.
· Tujuan Kegiatan 

Tujuannya adalah menyiapkan Aparatur Pusat dan Daerah yang memiliki kemampuan di bidang  Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan.
d.
Indikator Keluaran dan Keluaran

· Indikator Keluaran (Kualitatif)

Jumlah lulusan diklat teknis bidang kebt.
· Keluaran (Kuantitatif)

Jumlah lulusan sebanyak 18 angkatan (1 angkatan = 20 orang)
e.
Cara Pelaksanaan Kegiatan

· Metode Pelaksanaan 

Kegiatan penyelenggaraan diklat dilaksanakan secara swakelola. Pelaksanaannya dilakukan oleh Tim yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Diklat Energi dan Sumber Daya Mineral.
· Tahapan Kegiatan 

· Pembentukan Tim

· Penyusunan Rencana Kerja

· Pengumpulan Bahan-bahan Pendukung

· Koordinasi dengan Unit/Bidang/Bagian terkait

· Penyelenggaraan diklat

· Penyusunan Laporan

f.
Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Lokasi pelaksanaan kegiatan dikonsentrasikan di Pusdiklat KEBT dan beberapa diklat dilaksanakan di luar Jakarta.
g.
Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan

· Pelaksana kegiatan
:
Sub Bidang Pelatihan  
· Penanggungjawab kegiatan 
: 
Kepala Bidang Pelatihan dan Sarana
· Penerima manfaat
:
PNS DESDM dan PNS Otoda
h.
Jadwal Kegiatan

· Waktu Pelaksanaan Kegiatan :

Waktu pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Diklat berlangsung selama 10 (sepuluh) bulan.
· Matrik Pelaksanaan Kegiatan :

	No.
	Kegiatan
	Bulan

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Pembentukan Tim
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Penyusunan Rencana Kerja
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Pengumpulan Bahan-bahan Pendukung
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Koordinasi dengan Unit/Bidang/Bagian terkait
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Penyelenggaraan diklat
	
	
	
	                                                                          
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Penyusunan Laporan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


i.
Biaya

Biaya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur, dengan jumlah Rp. 1.722.699.000,-. Detail Rincian Biaya dan Rencana Penggunaan Dana (terlampir) dan dibebankan ke Satker Pusdiklat KEBT Tahun Anggaran 2009. 

2.4.1.10. Penyusunan Evalusi dan Pemantauan Penyelenggaraan Diklat

a. 
Latar Belakang

· Dasar Hukum

· PP No. 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS.

· Peraturan MESDM No. 0030 Tahun 2005 tentang Tata Kerja Organisasi DESDM, Pasal 763 mengenai Tugas dan Fungsi Pusdiklat KEBT. 
· Gambaran Umum

· Dalam Rangka meningkatkan mutu diklat perlu dilakukan evaluasi terhadap ALUMNI DIKLAT dan Meminta Pendapat Kepada Atasan Alumni sehingga penyelenggaraan diklat ke depan dapat lebih efisien dan efektif ( berdaya guna dan berhasil guna ).

· Sesuai dengan Visinya yaitu menjadi suatu lembaga diklat terpadu yang unggul dan mewujudakan sumber daya daya manusia yang profesional berdaya saing dan bermoral dalam lingkungan global di bidang ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan perlu dilakukan eveluasi terhadap penyelenggaran diklat, mulai dari masuk sampai selesainya diklat dan peranannya di lingkungan masyarakat sekitar.

· Alasan Kegiatan Dilaksanakan

· Melaksanakan Tugas dan Fungsi Bidang Pelatihan dan Sarana sesuai Permen ESDM No. 30 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja DESDM pasal 771.

· Melaksanakan pelaporan dan evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Pusdiklat KEBT pada tahun berjalan.

b. 
Kegiatan yang dilaksanakan

· Uraian Kegiatan :

Penyusunan Laporan dan Pemantauan Diklat merupakan kegiatan pembuatan laporan dan evaluasi atas penyelenggaraan diklat yang dilakukan oleh Bidang Pelatihan dan Sarana. 

· Batasan Kegiatan :

· Menyiapkan rencana kerja Penyusunan Evaluasi dan Pemantauan Diklat;

· Menyiapkan bahan dan materi untuk Penyusunan Evaluasi dan Pemantauan Diklat;

· Melakukan koordinasi dengan unit/bidang/bagian terkait dalam rangka Penyusunan Evaluasi dan Pemantauan Diklat;

· Melaksanakan penyusunan, pembahasan dan perumusan Evaluasi dan Pemantauan Diklat Tahun Anggaran 2009;

· Menyusun Laporan Hasil kegiatan Tim Penyusunan Evaluasi dan Pemantauan Diklat.

c.
Maksud dan Tujuan

· Maksud Kegiatan

Maksud Penyusunan Evaluasi dan Pemantauan Diklat adalah untuk memberikan informasi atas keberhasilan/kegagalan dari pelaksanaan Diklat berikut kendala yang dihadapi  pada kegiatan Pusdiklat KEBT tahun 2009. 

· Tujuan Kegiatan 

Tujuan Penyusunan Evaluasi dan Pemantauan Diklat adalah tersedianya bahan pengambilan keputusan yang informatif dan akurat dalam menentukan kebijakan di masa datang.
d.
Indikator Keluaran dan Keluaran

· Indikator Keluaran (Kualitatif)

Laporan Evaluasi dan Pemantauan Diklat .
· Keluaran (Kuantitatif)

Dokumen Evaluasi dan Pemantauan Diklat.
e.
Cara Pelaksanaan Kegiatan

· Metode Pelaksanaan 

Kegiatan Penyusunan Evaluasi dan Pemantauan Diklat dilaksanakan secara swakelola. Pelaksanaannya dilakukan oleh Tim yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Diklat Energi dan Sumber Daya Mineral. 
· Tahapan Kegiatan 

· Pembentukan Tim

· Penyusunan Rencana Kerja

· Pengumpulan Bahan-bahan Pendukung

· Koordinasi dengan Unit/Bidang/Bagian terkait

f.
Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Lokasi pelaksanaan kegiatan dikonsentrasikan di Jakarta dan dalam rangka konsinyiring Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja akan dilakukan pada beberapa lokasi (Jawa Barat).
Konsinyiring dilaksanakan di luar jam kantor karena Pusdiklat KEBT belum memiliki asrama untuk akomodasi peserta rapat yang tempat tinggalnya jauh dari tempat rapat dan membutuhkan konsentrasi dan pemikiran yang tinggi sehingga tidak dapat dilakukan rapat biasa.
g.
Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan

· Pelaksana kegiatan
:
 Bidang Pelatihan dan Sarana;  
· Penanggungjawab kegiatan 
: 
Kepala Bidang Pelatihan dan Sarana
· Penerima manfaat
:
Pusdiklat Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan 

h.
Jadwal Kegiatan

· Waktu Pelaksanaan Kegiatan :

Waktu pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja berlangsung selama 10 (sepuluh) bulan.
· Matrik Pelaksanaan Kegiatan :

	No.
	Kegiatan
	Bulan

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Pembentukan Tim
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Penyusunan Rencana Kerja
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Pengumpulan Bahan-bahan Pendukung
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Koordinasi dengan Unit/Bidang/Bagian terkait
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


i.
Biaya

Biaya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur, dengan jumlah Rp. 175.853.000,-. Detail Rincian Biaya dan Rencana Penggunaan Dana (terlampir) dan dibebankan ke Satker Pusdiklat KEBT Tahun Anggaran 2009. 

2.4.1.11. Pengembangan Kerjasama Kediklatan LN

a. 
Latar Belakang

· Dasar Hukum

· Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departeman Energi dan Sumber Daya Mineral;

· Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169);

· Keputusan Menteri ESDM No. 743/K/MEM/2003 tentang Koordinasi Antar Unit di lingkungan DESDM

· Gambaran Umum

· Pusdiklat Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 030 Tahun 2005, telah menetapkan visi “Menjadi suatu lembaga diklat terpadu yang unggul dan mampu mewujudkan sumber daya manusia profesional berdaya saing dan bermoral dalam lingkungan global di bidang Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan”

· Untuk mewujudkan visi dimaksud, Pusdiklat telah mengembangkan strategi melalui pengembangan program kerjasama kediklatan dalam negeri dengan beberapa Pemerintah Daerah, Instansi Terkait, Asosiasi, Perguruan Tinggi dan beberapa perusahaan. Kerjasama di tingkat nasional ini hingga tahun 2006 terus dikembangkan, salah satu indikator output kerjasama dimaksud adalah dengan dihasilkannya beberapa MOU kerjasama di bidang kediklatan bidang KEBT.

· Sejalan dengan pengembangan kerjasama kediklatan di tingkat nasional, sejak tahun 2001, Pusdiklat EKTL saat itu juga memulai merintis kerjasama kediklatan di tingkat internasional. 

· Mencermati perkembangan kerjasama internasional di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral akhir-akhir ini, Pusdiklat KEBT perlu mengantisipasi dan berperan aktif mendukung program-program kerjasama bilateral, regional dan multilateral di bawah koordinasi Departemen ESDM, dimana dalam program dimaksud substansi pengembangan kemampuan Sumber Daya Manusia menjadi salah satu agenda pembahasan melalui pertemuan di tingkat internasional. Beberapa contoh pertemuan internasional yang secara rutin dilaksanakan dan secara substansial terkait dengan peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia di bidang KEBT, antara lain dengan negara Amerika Serikat, Belanda, Jepang, Korsel, China dll.

· Alasan Kegiatan Dilaksanakan

· Melaksanakan Tugas dan Fungsi Bidang Pengembangan Diklat  sesuai Permen ESDM No. 30 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja DESDM, pada pasal 771 (b) Penyiapan dan Pelaksanaan Perumusan Rencana dan Program serta Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan

· Mendukung program kerjasama di bawah koordinasi Departeman ESDM   

· Membina jejaring kerjasama dengan stakeholder bidang KEBT baik nasional maupun internasional.
b. 
Kegiatan yang dilaksanakan

· Uraian Kegiatan :

Pengembangan Kerjasama Kediklatan DN/LN merupakan kegiatan Kerjasama bilateral, regional dan multilateral di bawah koordinasi Departemen ESDM, dimana program pengembangan kediklatan dan kemampuan Sumber Daya Manusia menjadi substansi yang dikerjasamakan.

· Batasan Kegiatan :

· Menyiapkan bahan sidang pertemuan dalam rangka pengembangan kerjasama kediklatan di tingkat nasional dan internasional;

· Mengusulkan bahan rancangan kerjasama tingkat nasional dan  internasional

· Menghadiri pertemuan tingkat bilateral, regional dan multilateral dalam rangka peningkatan kemampuan SDM di bidang KEBT;

· Mempresentasikan usulan kerjasama kediklatan dalam rangka peningkatan kemampuan SDM di bidang KEBT pada forum/pertemuan tingkat bilateral, regional dan multilateral

· Melaporkan hasil pertemuan tingkat nasional  dan internasional kepada pimpinan sebagai langkah tindak lanjut pengembangan kerjasama kediklatan bidang KEBT

c.
Maksud dan Tujuan

· Maksud Kegiatan

Pengembangan kerjasama kediklatan dalam dan luar negeri di bidang KEBT dimaksudkan untuk penguatan kapasitas kelembagaan kediklatan bidang KEBT
· Tujuan Kegiatan 

Meningkatkan  kemampuan SDM yang memiliki kompetensi dan daya saing di tingkat nasional dan internasional
d.
Indikator Keluaran dan Keluaran

· Indikator Keluaran (Kualitatif)

Menguatnya kapasitas kelembagaan kediklatan bidang KEBT
· Keluaran (Kuantitatif)

· MoU/Proposal Kerjasama Kediklatan Bidang KEBT

· Bantuan Teknis dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan kediklatan bidang KEBT (bantuan tenaga ahli, sarana dan prasarana, program)

· Kerjasama penyelenggaraan diklat teknis

· Penyertaan pegawai dalam pertemuan nasional dan internasional dalam rangka pengembangan kerjasama

e.
Cara Pelaksanaan Kegiatan

· Metode Pelaksanaan 

Pengembangan kerjasama kediklatan di tingkat nasional dan internasional dilaksanakan secara swakelola

· Tahapan Kegiatan 

· Persiapan administrasi: Penyiapan Surat Keputusan, Bahan/Penunjang Rapat, Keuangan 

· Pembahasan materi: Menghadiri undangan Luar Negeri, menghadiri pertemuan dalam rangka kerjasama

· Penyusunan Laporan Final 

f.
Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Pemilihan lokasi pelaksanaan kegiatan pengembangan kerjasama bidang KEBT antara lain:

· Jepang/Tokyo, Departemen ESDM sudah banyak menjalin kerjasama dengan negara Jepang melalui IJEPA, JICA dan JETRO. Kegiatan kerjasama sudah banyak yang dilaksanakan dan memberikan manfaat yang besar bagi pengembangan kediklatan di Pusdiklat KEBT. Telah disepakati antara kedua belah pihak untuk bersedia menghadiri undangan/pertemuan  baik yang diselenggarakan di Jepang maupun Indonesia untuk membahas proposal kegiatan baru, laporan kemajuan kerjasama dan hal – hal penting yang terkait dalam kerangka kegiatan kerjasama. 

· Banten

Kerjasama dengan Pemda Banten (Dinas P&E Provinsi Banten) ini sudah pernah dilakukan antara Pusdiklat KEBT – Pemda Banten, sehingga Banten merupakan salah satu lokus kegiatan kerjasama DN Pusdiklat KEBT 

· Daerah Istimewa Yogyakarta

Kerjasama dengan Pemda DIY (Disperindagkop DIY) ini sudah pernah dilakukan antara Pusdiklat KEBT – Pemda DIY, sehingga DIY merupakan salah satu lokus kegiatan kerjasama DN Pusdiklat KEBT

· Jawa Tengah

Kerjasama dengan Pemda Jawa Tengah ini sudah pernah dilakukan antara Pusdiklat KEBT – Pemda Jawa Tengah, sehingga Jawa Tengah merupakan salah satu lokus kegiatan kerjasama DN Pusdiklat KEBT

· Jawa Timur

Kerjasama dengan Pemda Jawa Timur (Dinas P& E Jawa Timur) ini sudah pernah dilakukan antara Pusdiklat KEBT – Pemda Jawa Timur, sehingga Jawa Tengah merupakan salah satu lokus kegiatan kerjasama DN Pusdiklat KEBT

· Lampung

Permintaan Provinsi Lampung untuk melakukan kerjasama kediklatan di bidang Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan, sehingga  Lampung merupakan salah satu lokus kegiatan kerjasama DN Pusdiklat KEBT

· Sumatera Selatan

Potensi yang besar dari daerah Sumatera Selatan di bidang Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan, sehingga perlu upaya peningkatan kapasitas SDM di bidang dimaksud. Melihat potensi yang sangat besar tersebut maka Sumatera Selatan dijadikan salah satu lokasi pengembangan kerjasama kediklatan di bidang tersebut.

· Riau

Kerjasama dengan Pemda Riau (Dinas P&E Provinsi Riau) yang sudah terjalin dan jejaring kerjasama kediklatan ini perlu ditingkatkan dalam rangka peningkatan kapasitas SDM tersebut, sehingga Riau dijadikan salah satu lokasi pengembangan kerjasama kediklatan DN – Pusdiklat KEBT

· NTB (Nusa Tenggara Barat)

Potensi yang besar dari daerah Nusa Tenggara Barat di bidang Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan, sehingga perlu upaya peningkatan kapasitas SDM di bidang dimaksud. Melihat potensi yang sangat besar tersebut maka Nusa Tenggara Barat dijadikan salah satu lokasi pengembangan kerjasama kediklatan DN Pusdiklat KEBT

g.
Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan

· Pelaksana kegiatan
:
Sub Bidang Perencanaan;  
· Penanggungjawab kegiatan 
: 
Kepala Bidang Pengembangan Diklat
· Penerima manfaat
:
Pusdiklat Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan 

h.
Jadwal Kegiatan

· Waktu Pelaksanaan Kegiatan :

Waktu pelaksanaan kegiatan selama 12 bulan di tahun 2009
· Matrik Pelaksanaan Kegiatan :
	No.
	Kegiatan
	Periode

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Persiapan Administrasi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Penyiapan Surat Keputusan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Bahan/Penunjang Rapat
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Keuangan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Pembahasan Materi
	
	
	
	                                                                          
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Menghadiri Undangan Luar Negeri
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Menghadiri pertemuan dalam rangka kerjasama
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Penyusunan Laporan Final
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


i.
Biaya

Biaya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur, dengan jumlah Rp. 189.469.000,-. Detail Rencana Anggaran Biaya (terlampir), dan dibebankan pada Anggaran Satker Pusdiklat KEBT, Tahun Anggaran 2009.

2.4.1.12. Penyelenggaraan Kerjasama Penyelenggaraan Diklat

a. 
Latar Belakang

· Dasar Hukum

· Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departeman Energi dan Sumber Daya Mineral;

· Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169);

· Keputusan Menteri ESDM No. 743/K/MEM/2003 tentang Koordinasi Antar Unit di lingkungan DESDM.

· Gambaran Umum

· Pusdiklat Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 030 Tahun 2005, telah menetapkan visi “Menjadi suatu lembaga diklat terpadu yang unggul dan mampu mewujudkan sumber daya manusia profesional berdaya saing dan bermoral dalam lingkungan global di bidang Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan”

· Untuk mewujudkan visi dimaksud, Pusdiklat telah mengembangkan strategi melalui pengembangan program kerjasama kediklatan dalam negeri dengan beberapa Pemerintah Daerah, Instansi Terkait, Asosiasi, Perguruan Tinggi dan beberapa perusahaan. Kerjasama di tingkat nasional ini hingga tahun 2006 terus dikembangkan, salah satu indikator output kerjasama dimaksud adalah dengan dihasilkannya beberapa MOU kerjasama di bidang kediklatan bidang KEBT. 

· Alasan Kegiatan Dilaksanakan

1. Melaksanakan Tugas dan Fungsi Bidang Pengembangan Diklat  sesuai Permen ESDM No. 30 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja DESDM, pada pasal 771 (b) Penyiapan dan Pelaksanaan Perumusan Rencana dan Program serta Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan

2. Mendukung program kerjasama di bawah koordinasi Departeman ESDM   

3. Membina jejaring kerjasama dengan stakeholder bidang KEBT di tingkat nasional.
b. 
Kegiatan yang dilaksanakan

· Uraian Kegiatan :

Penyelenggaraan Kerjasama Kediklatan DN merupakan kegiatan Kerjasama bilateral, regional dan multilateral di bawah koordinasi Departemen ESDM, dimana program pengembangan kediklatan dan kemampuan Sumber Daya Manusia menjadi substansi yang dikerjasamakan.

· Batasan Kegiatan :

· Menyiapkan bahan sidang pertemuan dalam rangka pengembangan kerjasama kediklatan di tingkat nasional;

· Mengusulkan bahan rancangan kerjasama tingkat nasional 

· Mempresentasikan usulan kerjasama kediklatan dalam rangka peningkatan kemampuan SDM di bidang KEBT pada forum/pertemuan tingkat nasional
· Melaporkan hasil pertemuan tingkat nasional  kepada pimpinan sebagai langkah tindak lanjut pengembangan kerjasama kediklatan bidang KEBT.

c.
Maksud dan Tujuan

· Maksud Kegiatan

Pengembangan kerjasama kediklatan dalam negeri di bidang KEBT dimaksudkan untuk penguatan kapasitas kelembagaan kediklatan bidang KEBT

· Tujuan Kegiatan 

Meningkatkan  kemampuan SDM yang memiliki kompetensi dan daya saing di tingkat nasional dan internasional.
d.
Indikator Keluaran dan Keluaran

· Indikator Keluaran (Kualitatif)

Menguatnya kapasitas kelembagaan kediklatan bidang KEBT.
· Keluaran (Kuantitatif)

1. MoU/Proposal Kerjasama Kediklatan Bidang KEBT

2. Bantuan Teknis dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan kediklatan bidang KEBT (bantuan tenaga ahli, sarana dan prasarana, program)

3. Kerjasama penyelenggaraan diklat teknis

4. Penyertaan pegawai dalam pertemuan nasional dan internasional dalam rangka pengembangan kerjasama

e.
Cara Pelaksanaan Kegiatan

· Metode Pelaksanaan 

Pengembangan kerjasama kediklatan di tingkat nasional dan internasional dilaksanakan secara swakelola.


· Tahapan Kegiatan 

1. Persiapan administrasi: Penyiapan Surat Keputusan, Bahan/Penunjang Rapat, Keuangan 

2. Pembahasan materi: Menghadiri undangan Luar Negeri, menghadiri pertemuan dalam rangka kerjasama

3. Penyusunan Laporan Final
f.
Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Pemilihan lokasi pelaksanaan kegiatan pengembangan kerjasama bidang KEBT antara lain:
· Banten

Kerjasama dengan Pemda Banten (Dinas P&E Provinsi Banten) ini sudah pernah dilakukan antara Pusdiklat KEBT – Pemda Banten, sehingga Banten merupakan salah satu lokus kegiatan kerjasama DN Pusdiklat KEBT 
· Daerah Istimewa Yogyakarta

Kerjasama dengan Pemda DIY (Disperindagkop DIY) ini sudah pernah dilakukan antara Pusdiklat KEBT – Pemda DIY, sehingga DIY merupakan salah satu lokus kegiatan kerjasama DN Pusdiklat KEBT

· Jawa Tengah

Kerjasama dengan Pemda Jawa Tengah ini sudah pernah dilakukan antara Pusdiklat KEBT – Pemda Jawa Tengah, sehingga Jawa Tengah merupakan salah satu lokus kegiatan kerjasama DN Pusdiklat KEBT

· Jawa Timur

Kerjasama dengan Pemda Jawa Timur (Dinas P& E Jawa Timur) ini sudah pernah dilakukan antara Pusdiklat KEBT – Pemda Jawa Timur, sehingga Jawa Tengah merupakan salah satu lokus kegiatan kerjasama DN Pusdiklat KEBT

· Lampung

Permintaan Provinsi Lampung untuk melakukan kerjasama kediklatan di bidang Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan, sehingga  Lampung merupakan salah satu lokus kegiatan kerjasama DN Pusdiklat KEBT

· Sumatera Selatan

Potensi yang besar dari daerah Sumatera Selatan di bidang Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan, sehingga perlu upaya peningkatan kapasitas SDM di bidang dimaksud. Melihat potensi yang sangat besar tersebut maka Sumatera Selatan dijadikan salah satu lokasi pengembangan kerjasama kediklatan di bidang tersebut.

· Riau

Kerjasama dengan Pemda Riau (Dinas P&E Provinsi Riau) yang sudah terjalin dan jejaring kerjasama kediklatan ini perlu ditingkatkan dalam rangka peningkatan kapasitas SDM tersebut, sehingga Riau dijadikan salah satu lokasi pengembangan kerjasama kediklatan DN – Pusdiklat KEBT

· NTB (Nusa Tenggara Barat)

Potensi yang besar dari daerah Nusa Tenggara Barat di bidang Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan, sehingga perlu upaya peningkatan kapasitas SDM di bidang dimaksud. Melihat potensi yang sangat besar tersebut maka Nusa Tenggara Barat dijadikan salah satu lokasi pengembangan kerjasama kediklatan DN Pusdiklat KEBT

g.
Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan

· Pelaksana kegiatan
:
Bidang Pelatihan dan Sarana;  
· Penanggungjawab kegiatan 
: 
Kepala Bidang Pengembangan Diklat
· Penerima manfaat
:
Pusdiklat Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan 

h.
Jadwal Kegiatan

· Waktu Pelaksanaan Kegiatan :

Waktu pelaksanaan kegiatan selama 12 bulan di tahun 2009

· Matrik Pelaksanaan Kegiatan :
	No.
	Kegiatan
	Periode

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Persiapan Administrasi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Penyiapan Surat Keputusan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Bahan/Penunjang Rapat
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Keuangan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Pembahasan Materi
	
	
	
	                                                                          
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Menghadiri pertemuan dalam rangka kerjasama
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Penyusunan Laporan Final
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


i.
Biaya

Biaya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur, dengan jumlah Rp. 150.000.000,-. Detail Rencana Anggaran Biaya (terlampir), dan dibebankan pada Anggaran Satker Pusdiklat KEBT, Tahun Anggaran 2009. 

2.4.1.13. Penyusunan Kurikulum Silabi 

a. 
Latar Belakang

· Dasar Hukum

· Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169);

· Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 198);

· Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004;

· Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

· Gambaran Umum

Energi dan Ketenagalistrikan merupakan kebutuhan vital untuk pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial. Sumber daya energi yang berlimpah memerlukan pengelolaan yang efektif dan efisien untuk mewujudkan kesinambungan ketersediaan sumber daya energi untuk menunjang pelaksanaan pembangunan. Ketersediaan listrik yang mencukupi dengan memanfaatkan sumber daya energy (energy resources) setempat yang potensial secara efisien, mutu yang baik dengan harga terjangkau, serta andal, aman dan akrab lingkungan merupakan unsur yang penting dalam menghasilkan barang dan jasa serta mampu meningkatkan taraf hidup rakyat. 
Tersedianya sumber daya energi dan ketenagalistrikan diperuntukkan mendukung tercapainya tujuan pembangunan Nasional yaitu memajukan kesejahteraan umum termasuk mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi dan industri serta mencerdaskan kehidupan bangsa, agar terwujudnya suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil maupun sprituil berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945. Mengingat sangat strategisnya peran pengelolaan sumber daya energi dan ketenagalistrikan dalam menunjang pelaksanaan pembangunan bangsa dan negara, maka ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan profesionalisme dibidangnya menjadi faktor strategis yang tidak bisa dipisahkan dari perencanaan dimaksud.
Untuk terselenggaranya pendidikan dan pelatihan yang baik dan bermutu, diperlukan adanya perangkat pendidikan dan pelatihan yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan diklat sebagai dimaksud diatas. Salah satu perangkat diklat yang diperlukan adalah Kurikulum dan Silabi yang dapat menjadi acuan para instruktur atau widyaiswara dalam penyusunan modul dan bahan ajar.
Dalam beberapa tahun terakhir ini, telah banyak disusun kurikulum dan silabi diklat teknis dan fungsional di bidang energi dan ketenagalistrikan. Namun, kurikulum dan silabi telah tersusun tersebut sebahagian masih perlu disempurnakan dengan memperhatikan hasil evaluasi penyelenggaraan diklat pada tahun sebelumnya, disamping kebutuhan maupun perkembangan teknologi. Disamping itu juga masih diperlukan penyusunan kurikulum dan silabi baru mengingat kebutuhan diklat teknis yang berkembang dan secara bertahap akan menjadi lebih tajam menilik hasil survai ataupun penelitian serta pengalaman lapangan yang mengindikasikan kebutuhan seperti diatas serta untuk mendukung kebijakan Pemerintah yang baru diterbitkan.
· Alasan Kegiatan Dilaksanakan

· Melaksanakan Tugas dan Fungsi Bidang Pengembangan Diklat sesuai Permen ESDM No. 30 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja DESDM.

· Melengkapi perangkat Diklat Pusat Diklat Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan.
b. 
Kegiatan yang dilaksanakan

· Uraian Kegiatan :

Penyusunan dan Penyempurnaan Kursil Diklat Teknis Bagi Aparatur Bidang KEBT Pusat Pendidikan dan Pelatihan Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan merupakan pendukung kegiatan kediklatan Pusat Diklat KEBT untuk melengkapi perangkat Diklat dan sebagai acuan pelaksanaan diklat di Pusdiklat KEBT.

· Batasan Kegiatan :

· Menyusun rencana kerja, mengadakan rapat penyusunan dan penyempurnaan Kursil Diklat Teknis Bidang Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan; 

· Meneliti, menelaah Kursil Diklat Teknis Bidang Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan yang telah ada dalam rangka penyempurnaan; 

· Meneliti, menelaah dan merumuskan penyusunan Kursil Diklat Teknis Bidang Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan, mengacu format yang berlaku;

· Melaksanakan pembahasan secara terintegrasi draft penyusunan dan penyempurnaan Kursil Diklat Teknis Bidang Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan; 

· Melakukan koordinasi dengan Widyaiswara dan atau Instruktur, serta Instansi terkait dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan Kursil Diklat Teknis Bidang Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan;

· Menyusun laporan hasil kegiatan Tim Kursil Diklat Teknis Bidang Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan.

c.
Maksud dan Tujuan

· Maksud Kegiatan

Maksud penyusunan dan penyempurnaan kurikulum dan silabi diklat teknis di bidang ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan adalah untuk melengkapi perangkat diklat dan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan diklat.

· Tujuan Kegiatan 

Tujuannya adalah agar diklat teknis dan fungsional di bidang ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan dapat terselenggara dengan baik dan efektif.
d.
Indikator Keluaran dan Keluaran

· Indikator Keluaran (Kualitatif)

Meningkatnya kompetensi peserta diklat dan SDM bidang Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan.

· Keluaran (Kuantitatif)

Kurikulum dan silabi serta bahan ajar diklat teknis bagi Aparatur bidang ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan.

e.
Cara Pelaksanaan Kegiatan

· Metode Pelaksanaan 

Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan Kursil akan dilakukan oleh suatu Tim yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral. Tim akan terdiri atas 1 orang Pengarah, 2 orang Penanggung Jawab, 1 orang Koordinator, 1 orang Ketua Bidang Energi, 1 orang Ketua bIdang Listrik, 1 orang Wakil Ketua, 1 orang Sekretaris, 30 orang Anggota. Tim bekerja dengan masa kerja tim selama 6 bulan  terhitung sejak bulan Januari 2009 – Juni 2009.

· Tahapan Kegiatan 

· Pembentukan Tim

· Penyusunan Rencana Kerja

· Rapat pembahasan kursil

· Pengesahan Kursil oleh Kapusdiklat KEBT

· Penentuan pengajar

· Pengumpulan materi untuk konsinyiring

· Pelaksanaan konsinyiring

· Perbaikan materi sesuai hasil konsinyiring

· Pengumpulan Materi yang sudah disempurnakan

· Pembuatan Laporan Kegiatan

f.
Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Lokasi pelaksanaan kegiatan dikonsentrasikan di Jakarta dengan pelaksanaan konsinyiring dilakukan di wilayah Jawa Barat

g.
Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan

· Pelaksana kegiatan
:
Sub Bidang Penyiapan Standar Diklat, Bidang Pengembangan Diklat;  
· Penanggungjawab kegiatan 
: 
Kepala Bidang Pengembangan Diklat
· Penerima manfaat
:
Peserta diklat

h.
Jadwal Kegiatan

· Waktu Pelaksanaan Kegiatan :

Kegiatan dilakukan selama 6 bulan, dimulai pada bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Juni 2009

· Matrik Pelaksanaan Kegiatan :
	No.
	Kegiatan
	Bulan

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Persiapan Administrasi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Penyiapan SK
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Bahan/penunjang rapat
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Keuangan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Pembahasan materi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Rapat Januari 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Rapat Februari 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Rapat Maret 
	
	
	                                                                          
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Konsinyering
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Wisma Hijau (Pertama)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Wisma Lemigas (Kedua)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Wisma Hijau (Ketiga)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Penyusunan  Laporan kursil 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Akhir Juni
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


i.
Biaya

Biaya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur, dengan jumlah Rp. 261.162.000,-. (Rencana Anggaran Biaya terlampir)

2.4.2.
PROGRAM (04.05.08) : PENGUASAAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI DAN TEKNOLOGI SERTA BISNIS KETENAGALISTRIKAN

2.4.2.1.
Penyusunan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

a. 
Latar Belakang

· Dasar Hukum

· Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 06 Tahun 2008 tanggal 17 Maret 2008 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Operasi;

· Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 09 Tahun 2008 tanggal 17 Maret 2008 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Asesor Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Perencanaan, Sub Bidang Konstruksi dan Sub Bidang Inspeksi.

· Gambaran Umum

Dengan telah ditetapkannya Standar Kompetensi Personil Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Operasi dan Sub Bidang Pemeliharaan serta Standar Kompetensi Asesor Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Perencanaan, Sub Bidang Konstruksi dan Sub Bidang Inspeksi, Pusdiklat Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan, selaku lembaga penunjang dalam lingkup Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu menyusun Standar Latih Kompetensi. Standar Latih Kompetensi merupakan dari pengetahuan yang dibutuhkan oleh tenaga teknik ketenagalistrikan dan tenaga asesor bidang ketenagalistrikan agar menjadi kompeten, sebagaimana tertera pada Standar Kompetensi Personil. Sebagai tindak lanjut dari Standar Kompetensi Personil, Standar Latih Kompetensi disusun bersama stakeholder terkait di bidang ketenagalistrikan, yang kemudian ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai standar wajib. Kegiatan penyusunan Standar Latih Kompetensi ini menunjang proses sertifikasi dan program pemerintah bahwa bagi tenaga teknik yang bekerja di bidang ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi. 

· Alasan Kegiatan Dilaksanakan

· Melaksanakan Tugas dan Fungsi Bidang Pengembangan Diklat sesuai Permen ESDM No. 30 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja DESDM pasal 770 dan 771.

· Melengkapi perangkat Diklat bagi Lembaga Diklat Kompetensi dalam melaksanakan Diklat Berbasis Kompetensi di bidang Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan.

b. 
Kegiatan yang dilaksanakan

· Uraian Kegiatan :

Penyusunan Standar Latih Kompetensi Bidang Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan pada tahun 2009 terdiri atas Penyusunan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Operasi dan Sub Bidang Pemeliharaan serta Penyusunan Standar Latih Kompetensi Asesor Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Perencanaan, Sub Bidang Konstruksi dan Sub Bidang Inspeksi.
· Batasan Kegiatan :

· Menyusun draft Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Operasi dan Sub Bidang Pemeliharaan serta Standar Latih Kompetensi Asesor Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Perencanaan, Sub Bidang Konstruksi dan Sub Bidang Inspeksi melalui pertemuan berkala; 

· Melaksanakan koordinasi dengan para stakeholders;

· Mengirimkan draft Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Operasi dan Sub Bidang Pemeliharaan serta Standar Latih Kompetensi Asesor Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Perencanaan, Sub Bidang Konstruksi dan Sub Bidang Inspeksi kepada stakeholders untuk mendapatkan tanggapan;
· Melakukan finalisasi rancangan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Operasi dan Sub Bidang Pemeliharaan serta Standar Latih Kompetensi Asesor Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Perencanaan, Sub Bidang Konstruksi dan Sub Bidang Inspeksi hasil Forum Konsensus Nasional hasil dari pelaksanaan Forum Konsensus Nasional;
· Menyusun draft/konsep Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Operasi dan Sub Bidang Pemeliharaan serta Standar Latih Kompetensi Asesor Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Perencanaan, Sub Bidang Konstruksi dan Sub Bidang Inspeksi hasil Forum Konsensus Nasional.
c.
Maksud dan Tujuan

· Maksud Kegiatan

Maksud Penyusunan Standar Latih Kompetensi Bidang Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan adalah mengembangkan Standarisasi Kediklatan bidang Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan. 

· Tujuan Kegiatan 

Tujuan Penyusunan Standar Latih Kompetensi Bidang Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan adalah tersedianya acuan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi.

d.
Indikator Keluaran dan Keluaran

· Indikator Keluaran (Kualitatif)

Rancangan Standar Latih Kompetensi Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Operasi dan Sub Bidang Pemeliharaan serta Standar Latih Kompetensi Asesor Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Perencanaan, Sub Bidang Konstruksi dan Sub Bidang Inspeksi.

· Keluaran (Kuantitatif)

Rancangan Standar Latih Kompetensi Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Operasi sebanyak 52 unit kompetensi dan Sub Bidang Pemeliharaan 112 unit kompetensi serta Rancangan Standar Latih Kompetensi Asesor Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Perencanaan, Sub Bidang Konstruksi dan Sub Bidang Inspeksi sebanyak 239 unit kompetensi.

e.
Cara Pelaksanaan Kegiatan

· Metode Pelaksanaan 

Kegiatan Penyusunan Standar Latih Kompetensi Bidang Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan Bidang Ketenagalistrikan dilaksanakan secara swakelola. Pelaksanaannya dilakukan oleh Tim yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Diklat Energi dan Sumber Daya Mineral. 

Pelaksanaan Penyusunan Standar Latih Kompetensi Bidang Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan akan dilakukan oleh dua Tim yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral. Tim pertama adalah Tim Penyusunan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Operasi dan Sub Bidang Pemeliharaan dan tim kedua adalah Tim Penyusunan Standar Latih Kompetensi Asesor Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Perencanaan, Sub Bidang Konstruksi dan Sub Bidang Inspeksi. Setiap Tim terdiri atas 1 orang Pengarah, 2 orang Penanggung Jawab, 1 orang Koordinator, 1 orang Ketua, 1 orang Wakil Ketua, 1 orang Sekretaris dan 23 orang Anggota. Masa kerja Tim adalah 10 bulan terhitung sejak tanggal 02 Februari sampai dengan 30 November 2009.
· Tahapan Kegiatan 

· Pembentukan Tim

· Penyusunan Rencana Kerja

· Rapat Penyusunan SLK

· Koordinasi dengan Stakeholder

· Finalisasi Rancangan SLK

· Permintaan Tanggapan pada Stakeholder

· Finalisasi Konsep SLK

· Pembuatan Usulan Permen

f.
Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Lokasi pelaksanaan kegiatan dikonsentrasikan di Jakarta dan dalam rangka koordinasi Penyusunan Standar Latih Kompetensi Bidang Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan akan dilakukan pada beberapa lokasi.
g.
Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan

· Pelaksana kegiatan
:  -
Tim Penyusunan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Operasi dan Sub Bidang Pemeliharaan, yang dikoordinir oleh Kepala Sub Bidang Penyiapan Standar Diklat



-
Tim Penyusunan Standar Latih Kompetensi Asesor Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Perencanaan, Sub Bidang Konstruksi dan Sub Bidang Inspeksi, yang dikoordinir oleh Kepala Sub Bidang Penyiapan Standar Diklat

· Penanggungjawab kegiatan 
: 
Kepala Bidang Pengembangan Diklat

· Penerima manfaat
:  -
Lembaga Diklat Kompetensi Bidang Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan 



-
Peserta Diklat Berbasis Kompetensi Bidang Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan

h.
Jadwal Kegiatan

· Waktu Pelaksanaan Kegiatan :

Waktu pelaksanaan kegiatan Penyusunan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Operasi dan Sub Bidang Pemeliharaan serta Standar Latih Kompetensi Asesor Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Perencanaan, Sub Bidang Konstruksi dan Sub Bidang Inspeksi berlangsung selama 10 (sepuluh) bulan.
· Matrik Pelaksanaan Kegiatan : 
	No.
	Kegiatan
	Bulan

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Pembentukan Tim
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Penyusunan Rencana Kerja
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Rapat Penyusunan SLK
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Koordinasi dengan Stakeholder
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Finalisasi Rancangan SLK
	
	
	
	                                                                          
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Permintaan Tanggapan pada Stakeholder
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Finalisasi Konsep SLK
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	Pembuatan Usulan Permen
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


i.
Biaya

Biaya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari Program Penguasaan dan Pengembangan Aplikasi dan Teknologi serta Bisnis Ketenagalistrikan, dengan jumlah Rp. 686.100.000,-. Detail Rincian Biaya dan Rencana Penggunaan Dana (terlampir).

2.4.2.2.
Penyelenggaraan Forum Konsensus SLK
a. 
Latar Belakang

· Dasar Hukum

· Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor              1094.K/30/MEM/2003 tanggal 19 September 2003 tentang Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan.
· Gambaran Umum

Dengan telah disusunnya rancangan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Operasi dan Sub Bidang Pemeliharaan serta Standar Latih Kompetensi Asesor Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Perencanaan, Sub Bidang Konstruksi dan Sub Bidang Inspeksi, Pusdiklat Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan, selaku lembaga penunjang dalam lingkup Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu mengadakan Forum Konsensus Nasional Standar Latih Kompetensi. Forum Konsensus Standar Latih Kompetensi merupakan forum pertemuan antara tim penyusun dengan para stakeholder di bidang ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan, guna membahas komentar/tanggapan yang masuk serta membuat kesepakatan atas rancangan Standar Latih Kompetensi dimaksud. Hasil dari Forum Konsensus selanjutnya dijadikan sebagai bahan pengajuan pembuatan Peraturan Menteri yang menetapkan Standar Latih Kompetensi sebagai standar wajib.

[image: image6]
Gambar 1. Mekanisme Penyusunan Standar Latih Kompetensi

· Alasan Kegiatan Dilaksanakan

· Melaksanakan Tugas dan Fungsi Bidang Pengembangan Diklat sesuai Permen ESDM No. 30 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja DESDM pasal 770 dan 771.

· Melengkapi proses penyusunan Standar Latih Kompetensi sebagai perangkat Diklat bagi Lembaga Diklat Kompetensi dalam melaksanakan Diklat Berbasis Kompetensi di bidang Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan.

b. 
Kegiatan yang dilaksanakan

· Uraian Kegiatan :

Penyelenggaraan Forum Konsensus Standar Latih Kompetensi pada tahun 2009 membahas tentang rancangan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Operasi dan Sub Bidang Pemeliharaan serta rancangan Standar Latih Kompetensi Asesor Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Perencanaan, Sub Bidang Konstruksi dan Sub Bidang Inspeksi.
· Batasan Kegiatan :

· Mengumpulkan rancangan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Operasi dan Sub Bidang Pemeliharaan serta Standar Latih Kompetensi Asesor Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Perencanaan, Sub Bidang Konstruksi dan Sub Bidang Inspeksi; 
· Menyelenggarakan Forum Konsensus Standar Latih Kompetensi;

· Menyerahkan konsep Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Operasi dan Sub Bidang Pemeliharaan serta Standar Latih Kompetensi Asesor Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Perencanaan, Sub Bidang Konstruksi dan Sub Bidang Inspeksi, hasil dari Forum Konsensus kepada Tim Penyusun Standar Latih Kompetensi;
· Menyusun laporan penyelenggaraan Forum Konsensus Standar Latih Kompetensi.

c.
Maksud dan Tujuan

· Maksud Kegiatan

Maksud Penyelenggaraan Forum Konsensus Standar Latih Kompetensi adalah menghasilkan kesepakatan (konsensus) atas Standar Latih Kompetensi yang sedang disusun.

· Tujuan Kegiatan 

Tujuan Penyelenggaraan Forum Konsensus Standar Latih Kompetensi adalah tersedianya konsep Standar Latih Kompetensi sebagai bahan pengajuan pembuatan Peraturan Menteri yang menetapkan Standar Latih Kompetensi sebagai standar wajib.
d.
Indikator Keluaran dan Keluaran

· Indikator Keluaran (Kualitatif)

Konsep Standar Latih Kompetensi Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Operasi dan Sub Bidang Pemeliharaan serta Standar Latih Kompetensi Asesor Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Perencanaan, Sub Bidang Konstruksi dan Sub Bidang Inspeksi.
· Keluaran (Kuantitatif)

Konsep Standar Latih Kompetensi Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Operasi sebanyak 52 unit kompetensi dan Sub Bidang Pemeliharaan 112 unit kompetensi serta konsep Standar Latih Kompetensi Asesor Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Perencanaan, Sub Bidang Konstruksi dan Sub Bidang Inspeksi sebanyak 239 unit kompetensi.
e.
Cara Pelaksanaan Kegiatan

· Metode Pelaksanaan 

Kegiatan Penyelenggaraan Forum Konsensus Standar Latih Kompetensi dilaksanakan secara swakelola. Pelaksanaannya dilakukan oleh Panitia yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Diklat Energi dan Sumber Daya Mineral. 

Pelaksanaan Forum Konsensus akan dibagi menjadi 4 (empat) komisi, yaitu 2 komisi untuk membahas Konsep Standar Latih Kompetensi Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik dan 2 komisi untuk membahas Konsep Standar Latih Kompetensi Asesor Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik. Pembagian komisi tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pembahasan, mengingat cukup banyaknya jumlah konsep Standar Latih Kompetensi yang akan dibahas.

Penyelenggaraan Forum Konsensus Standar Latih Kompetensi akan dilakukan Panitia yang terdiri atas :
Sidang Pleno :
- Penanggung Jawab/ Pembina 
: 4 orang

- Ketua




: 1 orang

- Wakil Ketua



: 1 orang

- Sekretaris



: 1 orang

- Anggota




: 40 orang

Sidang Komisi : 

· Moderator



4 orang
· Pembicara 



4 orang
· Notulis




4 orang
Draft Surat Keputusan Kepala Badan tentang Pembentukan Panitia dan Penyelenggaraan Forum Konsensus Nasional beserta uraian tugas terlampir.
· Tahapan Kegiatan 

· Pembentukan Panitia

· Penyusunan Rencana Kerja

· Penyebaran Surat/Undangan

· Persiapan Perlengkapan

· Pengumpulan Bahan 

· Penyelenggaraan Forum Konsensus SLK 

· Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Forum Konsensus SLK

f.
Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Lokasi penyelenggaraan Forum Konsensus SLK dikonsentrasikan di Jakarta.
g.
Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan

a.  Pelaksana kegiatan
:  Panitia Penyelenggara Forum Konsensus Standar Latih Kompetensi, yang dikoordinir oleh Kepala Sub Bidang Penyiapan Standar Diklat

b.  Penanggungjawab kegiatan 
: 
Kepala Bidang Pengembangan Diklat

c.  Penerima manfaat
:  -
Stakeholder  Bidang Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan



-
Tim Penyusun Standar Latih Kompetensi

h.
Jadwal Kegiatan

· Waktu Pelaksanaan Kegiatan :

Masa kerja Panitia Penyelenggara Forum Konsensus Standar Latih Kompetensi adalah 2 (dua) bulan.
· Matrik Pelaksanaan Kegiatan : 
	No.
	Kegiatan
	Bulan

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Pembentukan Panitia
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Penyusunan Rencana Kerja
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Penyebaran Surat/Undangan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Persiapan Perlengkapan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Pengumpulan Bahan 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Penyelenggaraan Forum Konsensus SLK
	
	
	
	                                                                          
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


i.
Biaya

Biaya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari Program Penguasaan dan Pengembangan Aplikasi dan Teknologi serta Bisnis Ketenagalistrikan, dengan jumlah Rp. 131.162.000,-. Detail Rincian Biaya (terlampir).
2.4.2.3.
Pengembangan SDM Ketenaganukliran
a. 
Latar Belakang

· Dasar Hukum

-
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 – 2025  Indonesia seharusnya sudah mulai mengoperasikan PLTN pada RPJM ke 3 tahun 2015 – 2019;

-
Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran;

-
Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
· Gambaran Umum

Ketergantungan pembangkit listrik pada minyak bumi mengakibatkan pembengkakan subsidi yang luar biasa besar saat ini mengingat kenaikan harga minyak dunia sudah di luar kemampuan kita untuk memprediksinya. Sementara mengandalkan bahan bakar fosil lain terkendala isu lingkungan dan keterbatasan cadangan. Karena itu perlu dipertimbangkan sumber daya energi lain sebagai alternatif pembangkit listrik di masa yang akan datang, salah satunya adalah PLTN.

Hasil-hasil kajian komprehensif tentang permintaan dan pasokan energi mengindikasikan pentingnya mengintroduksi PLTN mulai tahun 2016 untuk pemenuhan listrik sistem JAMALI (Jawa, Madura, Bali) . Hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi dan UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Energi yang menyebutkan bahwa nuklir merupakan salah satu alternatif sumber energi yang pemanfaatannya bisa direalisasikan pada kurun waktu 2015-2019.

Sehubungan dengan kebijakan di atas, perlu dilakukan persiapan dalam introduksi PLTN. Diantaranya melakukan sosialisasi kepada stake holder termasuk penentu kebijakan mengenai perlunya PLTN terkait dengan penyediaan listrik untuk seluruh rakyat Indonesia. Mensosialisasikan berbagai manfaat dan kelebihan serta aspek keamanan dan keselamatan yang tinggi dari PLTN. 

PLTN menarik untuk dikembangkan karena kelebihan yang dimilikinya seperti : dapat mengurangi ketergantungan terhadap pembangkit berbahan bakar fosil yang cadangannya terus semakin menipis, sementara harganya terus meningkat; PLTN juga tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca yang akan berdampak pada pemanasan global; selain itu cadangan uranium dunia sangat besar, begitu juga potensi energi yang dibangkitkan.

Bila kita lihat potret ketenagalistrikan nasional dewasa ini, data yang ada menunjukkan bahwa rasio elektrifikasi masih berada di kisaran 64,3 %, kebutuhan listrik tumbuh 7,1 % per tahun, sehingga diperkirakan pada 2025 khusus Jamali akan membutuhkan daya 60 – 70 GW, sementara daya yang tersedia hanya sekitar 30 GW saja. Dengan dibangunnya PLTN maka diharapkan ada tambahan daya listrik sekitar 4-6 GW/ tahun dari PLTN.

Penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan dan pengoperasian PLTN, bahkan sejak tahap persiapan proyeknya (pre-project) yang sudah harus dimulai beberapa tahun sebelum pembangunannya sendiri. Hal ini selaras dengan “code of conduct” internasional yang mengutamakan keselamatan (safety), keamanan (security), dan keandalan (reliability) PLTN sehingga mempersyaratkan bahwa semua personil yang terlibat di dalam setiap kegiatan baik tahap persiapan,

pembangunan maupun pengoperasian PLTN harus memenuhi kualifikasi tertentu, baik dari aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Untuk itu Pusdiklat KEBT sesuai dengan tugas dan fungsinya dituntut untuk berperan aktif dalam menunjang kebijakan pemerintah ini. 

Pada Tahun anggaran 2008 telah disusun Naskah Akademik dan Draft Blue Print Pengembangan SDM bidang Ketenaganukliran di Indonesia. Blue Print dimaksud baru sebatas draft karena terkendala waktu untuk menyelesaikan dan pada Tahun Anggaran 2008 hanya fokus membahas SDM untuk sub bidang Operasi dan Pemeliharaan, untuk tahun 2009. Blue Print dapat diselesaikan dan memuat gambaran kebutuhan SDM dan Kompetensi yang diperlukan untuk masing-masing mulai tahap pra konstruksi, konstruksi, operasi, pemeliharaan, decomissioning, dan inspeksi. Sehingga Blue Print Pengembangan SDM Bidang Ketenaganukliran di Indonesia dapat menjawab dan menunjang kebijakan Pemerintah untuk membangun PLTN di Indonesia.
· Alasan Kegiatan Dilaksanakan

1. Melaksanakan Tugas dan Fungsi Bidang Pengembangan Diklat sesuai Permen ESDM No. 30 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja DESDM.

2. Mendukung program pemerintah tentang ketenaganukliran.

3. Menyiapkan gambaran Kompetensi SDM dan kebutuhan SDM bidang ketenaganukliran.

b. 
Kegiatan yang dilaksanakan

· Uraian Kegiatan :

Pengembangan SDM Bidang Ketenaganukliran merupakan tim yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral yang ditujukan mendukung program pengembangan SDM Ketenaganukliran.

· Batasan Kegiatan :

1. Menyusun rencana kerja, mengadakan rapat Pengembangan SDM Bidang PLTN; 

2. Meneliti, menelaah Blue Print Ketenaganukliran yang disusun tahun 2008 dalam rangka penyempurnaan; 

3. Meneliti, menelaah dan merumuskan penyusunan kebijakan dalam program pengembangan SDM bidang ketenaganukliran;

4. Melaksanakan pembahasan secara terintegrasi draft penyusunan kebijakan program pengembangan SDM bidang ketenaganukliran; 

5. Melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan kebijakan program pengembangan SDM bidang ketenaganukliran;
6. Presentasi Blue Print oleh Tim Penyusun kepada instansi terkait dan penyempurnaan setelah mendapat masukan/ tanggapan hasil diskusi.
7. Menyusun laporan hasil kegiatan Tim Pengembangan SDM bidang Ketenaganukliran.

c.
Maksud dan Tujuan

· Maksud Kegiatan

Maksud penyusunan Tim Pengembangan SDM Bidang Ketenaganukliran adalah untuk menghasilkan  kebijakan program pengembangan SDM bidang ketenaganukliran.

· Tujuan Kegiatan 

Tujuannya adalah agar SDM bidang Ketenaganukliran dapat berkembang dan memadai dalam pembangunan dan pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir.

d.
Indikator Keluaran dan Keluaran

· Indikator Keluaran (Kualitatif)

Berkembang dan memadainya kompetensi SDM bidang Ketenaganukliran.
· Keluaran (Kuantitatif)

Laporan Kegiatan Tim Pengembangan SDM Bidang Ketenaganukliran.

e.
Cara Pelaksanaan Kegiatan

· Metode Pelaksanaan 

Pelaksanaan kegiatan pengembangan SDM bidang Ketenaganukliran akan dilakukan oleh Suatu Tim yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral. Tim akan terdiri dari :

- 
Pengarah 

: 1 orang

-
Penanggung jawab
: 2 orang

-
Koordinator

: 1 orang

-
Ketua


: 1 orang

-
Wakil Ketua

: 1 orang

-
Sekretaris

: 1 orang

-
Anggota
: 20 orang yang berasal dari DESDM, BATAN, Bapeten, Universitas yang memiliki Program Ketenaganukliran, Depnakertrans, Kementrian Ristek, Depperin.

· Tahapan Kegiatan 

1. Pembentukan Tim

2. Penyusunan Rencana Kerja

3. Rapat-rapat pembahasan materi

4. Konsinyiring penyempurnaan

5. Pembuatan laporan kegiatan 

f.
Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Lokasi pelaksanaan kegiatan dikonsentrasikan di Jakarta, dengan konsinyiring di lakukan di wilayah Jawa Barat. Konsinyiring dilakukan di luar kantor dan di luar jam kerja karena Pusdiklat KEBT belum memiliki asrama untuk akomodasi peserta rapat yang berdomisili jauh dari tempat rapat, dan membutuhkan konsentrasi serta pemikiran yang tinggi sehingga tidak dapat dilakukan seperti rapat biasa.
g.
Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan

a.  Pelaksana kegiatan
:  Sub Bidang Perencanaan, Bidang Pengembangan Diklat.

b.  Penanggungjawab kegiatan 
: 
Kepala Bidang Pengembangan Diklat

c.  Penerima manfaat
:  SDM bidang ketenaganukliran
h.
Jadwal Kegiatan

· Waktu Pelaksanaan Kegiatan :

Kegiatan dilakukan selama 6 bulan, dimulai pada bulan Juli 2009 sampai dengan bulan Desember 2009.

· Matrik Pelaksanaan Kegiatan : 
	No.
	Kegiatan
	Bulan

	
	
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Persiapan Administrasi
	
	
	
	
	
	

	
	- Penyiapan SK
	
	
	
	
	
	

	
	- Bahan/penunjang rapat
	
	
	
	
	
	

	
	- Keuangan
	
	
	
	
	
	

	2.
	Pembahasan materi
	
	
	
	
	
	

	
	- Rapat Juli 4 kali
	
	
	
	
	
	

	
	- Rapat Agustus 4 kali
	
	
	
	
	
	

	
	- Rapat September  4 kali 
	
	
	                                                                          
	
	
	

	
	- Rapat Oktober 4 kali
	
	
	
	
	
	

	
	- Rapat November 4 Kali
	
	
	
	
	
	

	4.
	Konsinyering
	
	
	
	
	
	

	
	- Wisma Hijau (Pertama)
	
	
	
	
	
	

	
	- Wisma Lemigas (Kedua)
	
	
	
	
	
	

	
	- Wisma Hijau (Ketiga)
	
	
	
	
	
	

	5.
	Penyusunan Draft Laporan Pengembangan SDM Bidang Ketenaganukliran
	
	
	
	
	
	

	
	- Akhir November
	
	
	
	
	
	

	6.
	Presentasi dan penyempurnaan Blue Print
	
	
	
	
	
	

	7.
	Penyusunan Laporan Final Pengembangan SDM Bidang Ketenaganukliran
	
	
	
	
	
	

	
	- Bulan Desember
	
	
	
	
	
	


i.
Biaya

Biaya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur, dengan jumlah Rp. 227.878.000,-. Dan dibebankan ke Anggaran Satker Pusdiklat KEBT Tahun Anggaran 2009.
2.4.2.4.
Sosialisasi Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

a. 
Latar Belakang

· Dasar Hukum

· Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317);

· Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Rapublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

· Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3394) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4628);

· Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

· Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1094.K/30/MEM/2003 tentang Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan;

· Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0041 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Industri Pemanfaat Tenaga Listrik Sub Bidang Penunjang, Sub Bidang Perancangan, Sub Bidang Produksi, Sub Bidang Kepastian dan Kendali Mutu, Sub Bidang Perawatan, Perbaikan dan Pemasangan, dan Sub Bidang Koordinasi;

· Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0042 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Industri Peralatan Tenaga Listrik Sub Bidang Perancangan, Sub Bidang Manufaktur, Sub Bidang Pengendalian dan Jaminan Mutu, Sub Bidang Penunjang, dan Sub Bidang Perawatan dan Perbaikan Mesin Produksi;

· Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 031 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Jasa Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Listrik Sub Bidang Instruktur Operasi Pembangkit dan Bidang Instruktur Pemeliharaan Pembangkit;

· Gambaran Umum

Untuk dapat mewujudkan ketersediaan tenaga listrik yang aman, andal dan akrab lingkungan agar dapat dipenuhi persyaratan keselamatan ketenagalistrikan diperlukan SDM yang memiliki standar kompetensi yang dipersyaratkan. Untuk dapat memperoleh sertifikasi kompetensi, maka setiap tenaga teknik yang bekerja di bidang ketenagalistrikan harus menempuh uji kompetensi.

Kewajiban setiap tenaga teknik bidang ketenagalistrikan harus memiliki sertifikasi kompetensi sebagaimana diatur dalam PP No. 03 tahun 2005 tentang perubahan atas PP No. 10 tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Listrik pada pasal 21 ayat (9) menyebutkan bahwa ”Setiap tenaga teknik yang bekerja dalam usaha ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan peraturan perundang–undangan”.

Sebagai tindak lanjut dari kebijakan di atas, Menteri ESDM cq. Ditjen LPE telah menyusun standar kompetensi personil (SKP) untuk tenaga teknik yang bekerja di bidang ketenagalistrikan. SKP ini sebagai acuan/referensi bagi tenaga teknik dalam melakukan uji kompetensi atau untuk menilai kompetensi yang dimilikinya. Dalam hal calon uji sertifikasi belum memiliki pengalamam dibidangnya atau masih ada materi ujian yang belum lulus, maka kekurangan atau gap kompetensi yang ada dapat diisi melalui pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi yang dilakukan oleh lembaga diklat yang terakreditasi. 

Pada sektor ketenagalistrikan, Menteri ESDM telah mengeluarkan Kepmen Nomor 1094.K/30/MEM/2003 tentang Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan. Sebagai implementasi Kepmen di atas, Badan Diklat ESDM  cq. Pusdiklat Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan beserta stakeholder sektor ketenagalistrikan telah merancang SLK tenaga teknik ketenagalistrikan dengan mengacu pada SKP yang telah di tetapkan oleh Menteri ESDM sebagai standar nasional. Selanjutnya  rancangan SLK ini dibahas oleh anggota Tim, dan diforum konsensuskan secara nasional untuk mendapatkan kesepakatan yang selanjutnya akan diajukan kepada Menteri ESDM untuk ditetapkan sebagai SLK wajib melalui peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

· Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Dalam  upaya menyebarluaskan Peraturan MESDM tersebut maka perlu dilakukan sosialisasi terhadap kedua Permen tersebut oleh Badan Diklat ESDM                   cq. Pusdiklat KEBT dengan metode pemaparan, diskusi interaktif dan tanya jawab sehingga dapat diharapkan terbentuk persepsi yang sama mengenai pemahaman  standar latih kompetensi sekaligus untuk menjalankan fungsi pembinaan terhadap sektor terkait.

b. 
Kegiatan yang dilaksanakan

· Uraian Kegiatan :

Kegiatan Sosialisasi Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan bidang Industri Pemanfaat Tenaga Listrik, bidang Industri Peralatan Tenaga Listrik dan bidang Jasa Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Listrik meliputi persipan pelaksanaan sosialisasi, pelaksanaan sosialisasi dan evaluasi penyelenggaraan sosialisasi; 

· Batasan Kegiatan :

· Mempersiapkan pelaksanaan sosialisasi;

· Melakukan koordinasi dengan stakeholder dan Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota terkait bidang ketenagalistrikan;

· Menyiapkan bahan atau materi sosialisasi;

· Melaksanakan sosialisasi;

· Membuat laporan pelaksanaan penyelenggaraan sosialisasi

c.
Maksud dan Tujuan

· Maksud Kegiatan

Maksud diselenggarakan sosialisasi adalah untuk memberikan pemahaman yang sama tentang Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan sehingga secara optimal dapat dijadikan acuan oleh para pengguna dalam melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi.

· Tujuan Kegiatan 

Tujuan dari kegiatan Sosialisasi Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan adalah:

· Menyebarluaskan informasi mengenai Standar Latih Kompetensi bidang Industri Pemanfaat Tenaga Listrik, bidang Industri Peralatan Tenaga Listrik dan bidang Jasa Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Listrik kepada stakeholder. 

· Diharapkan sebagai standar latih kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ketenagalistrikan berbasis kompetensi secara nasional.

· Mewujudkan tertib penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ketenagalistrikan yang berbasis kompetensi.

d.
Indikator Keluaran dan Keluaran

· Indikator Keluaran (Kualitatif)

Terlaksananya Sosialisasi Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan bidang Industri Pemanfaat Tenaga Listrik, bidang Industri Peralatan Tenaga Listrik dan bidang Jasa Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Listrik.

· Keluaran (Kuantitatif)

Tersosialisasinya Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan bidang Industri Pemanfaat Tenaga Listrik, bidang Industri Peralatan Tenaga Listrik dan bidang Jasa Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Listrik kepada 240 orang perwakilan stakeholder di tiga tempat penyelenggaraan sosialisasi yaitu : Palembang dan Semarang.

e.
Cara Pelaksanaan Kegiatan

· Metode Pelaksanaan 

Pelaksanaan Sosialisasi Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan bidang Industri Pemanfaat Tenaga Listrik, bidang Industri Peralatan Tenaga Listrik dan bidang Jasa Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Listrik  akan dilakukan secara swakelola oleh Panitia dan Penyelenggara yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Diklat Energi dan Sumber Daya Mineral.

· Tahapan Kegiatan 

· Tahapan pra sosialisasi, terdiri dari :

· Pembentukan tim penyelenggara sosialisasi dan perumusan tugasnya dengan Keputusan Kepala Badan Diklat Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

· Rapat dalam rangka koordinasi dan konsolidasi tim penyelenggara sosialisasi;

· Persiapan administrasi dan pangadaan perlengkapan;

· Mobilisasi perlengkapan dan peralatan.

· Tahap pelaksanaan sosialisasi :

· Pembukaan.

· Penyajian/presentasi materi oleh para pembicara yang dibagi dalam 2 sesi;

· Diskusi pada setiap sesi yang dipandu oleh moderator;

· Penutupan oleh Kepala Pusdiklat Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan.

· Tahap evaluasi :

· Rapat dalam rangka evaluasi pelaksanaan sosialisasi; 

· Penyusunan laporan kegiatan.

f.
Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Lokasi penyelenggaraan Sosialisasi Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan bidang Industri Pemanfaat Tenaga Listrik, bidang Industri Peralatan Tenaga Listrik dan bidang Jasa Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Listrik yaitu: Palembang, Semarang dan Malang, dengan rincian sebagaimana tertera pada Lampiran.

g.
Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan

· Pelaksana kegiatan

Pelaksanaan Sosialisasi dilakukan oleh Panitia Penyelenggara Sosialisasi Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan bidang Industri Pemanfaat Tenaga Listrik, bidang Industri Peralatan Tenaga Listrik dan bidang Jasa Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Listrik, yang dikoordinir oleh Bidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pusdiklat ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan.

· Penanggungjawab kegiatan 
: 

Penanggungjawab kegiatan Sosialisasi Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan bidang Industri Pemanfaat Tenaga Listrik, bidang Industri Peralatan Tenaga Listrik dan bidang Jasa Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Listrik adalah Kepala Bidang Pengembangan Diklat Pusdiklat Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan.

· Penerima manfaat

Penerima manfaat dari terlaksananya Sosialisasi Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan bidang Industri Pemanfaat Tenaga Listrik, bidang Industri Peralatan Tenaga Listrik dan bidang Jasa Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Listrik adalah sumber daya manusia yang bergerak dalam sektor ketenagalistrikan.

h.
Jadwal Kegiatan

· Waktu Pelaksanaan Kegiatan :

Pelaksanaan Sosialisasi Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan bidang Industri Pemanfaat Tenaga Listrik, bidang Industri Peralatan Tenaga Listrik dan bidang Jasa Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Listrik akan dilakukan selama 6 (enam) bulan mulai bulan Februari sampai dengan Juli 2008. 

· Matrik Pelaksanaan Kegiatan :
	No.
	Kegiatan
	Bulan

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Persiapan Administrasi
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Penyiapan SK
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Bahan/penunjang rapat
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Keuangan
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Survei Lokasi dan Peserta ke daerah
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Pengumpulan Bahan dan Materi Sosial
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Rapat Persiapan
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Penyelenggaraan Sosialisasi Palembang
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Penyelenggaraan Sosialisasi Semarang
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Penyelenggaraan Sosialisasi Malang
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	Penyusunan Draft Laporan Sosialisasi
	
	
	
	
	
	
	
	
	


i.
Biaya

Biaya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari Program Penguasaan dan Pengembangan Aplikasi dan Teknologi serta Bisnis Ketenagalistrikan, dengan jumlah Rp. 486.225.000,-. 

Rencana Anggaran Biaya dan Rencana Penggunaan Dana terlampir.
2.4.3.
PROGRAM (04.06.01) : PEMBINAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Program 04.06.01 – Pembinaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara,  merupakan pengelompokan beberapa kegiatan yang pendanaanya bersumber dari dana DHPB. Pembahasan Program ini dilakukan lebih awal dari 2 (dua) Program diatas yang bersumber dari RM dan dilakukan di Ditjen PNBP. Ada perbedaan format TOR yang digunakan dalam pembahasan usulan anggaran dalam Program ini.
2.4.3.1. 
Pengadaan Sarana dan Prasarana Operasi
I. 
UMUM

Aspek keselamatan pegawai khususnya dalam upaya melakukan evakuasi dini dari bahaya yang terjadi di dalam gedung antara lain kebakaran/gempa bumi dan lain-lain dibutuhkan adanya tangga darurat.

Belum adanya jaringan air bersih yang disediakan Pemda c.q Walikota Jakarta Timur menyebabkan ketergantungan Pusat Diklat KEBT pada penyediaan air bersih dilingkungan kantor melalui sumber air tanah sehingga perlu melalukan pencadangan atas mesin pompa air dimaksud.

Melakukan pemeliharaan dan perawatan kendaraan bermotor roda-6 bukan saja dilakukan terhadap kondisi mesin saja, oleh karena itu diperlukan adanya garasi/tempat parkir kendaraan dimaksud

Dengan diberlakukannya Undang-undang nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta maka penggunaan ”software” yang berlisensi sangat diperlukan apalagi Pusat Diklat KEBT merupakan lembaga diklat Pemerintah

Untuk menunjang kemudahan dalam melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan peralatan dan perlengkapan kantor yang dapat dikerjakan sendiri tanpa melalui ”outsourcing” maka diperlukan ”toolkits” yang mampu memobilisasi para teknisi dalam melakukan tugasnya.

II. 
KHUSUS

Upaya yang dilakukan dalam menunjang proses penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang menjadi tanggung jawab Pusat Diklat KEBT perlu ditunjang sarana dan prasarana yang memadai antara lain penyediaan sarana air bersih, kenyamanan moda transportasi yang terpelihara serta didukung aspek keselamatan kerja yang memadai.

Untuk itu, maka dalam tahun anggaran 2009 Bagian Tata Usaha akan mengalokasikan anggaran belanja tahun 2009 dalam kegiatan sebagai berikut: melakukan renovasi tangga darurat, pengadaan unit cadangan mesin air bersih sumur dalam, sarana parkir kendaraan roda-6 (bis) sebagai bagian 

Upaya pengembangan dan peningkatan sumberdaya manusia perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Sehubungan dengan hal tersebut, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan (Pusat Diklat KEBT) perlu melakukan pembenahan sarana dan prasarana dalam menunjang tugas dan fungsinya selaku penyelenggara Diklat bidang Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan.

III.
MAKSUD DAN TUJUAN

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk global bagi penyedia barang/jasa yang memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan tugas memberikan layanan barang dan jasa yang akan diberikan.

Dengan penugasan ini diharapkan penyediaan barang/jasa mampu memberikan layanan antara lain menyediakan mesin air bersih untuk sumur dalam, membuat konstruksi parker kendaraan roda-6, merenovasi tangga darurat dan menyediaan software legal (berlisensi)

IV.
LATAR BELAKANG

Pekerjaan yang akan dilaksankan adalah bagian lingkup kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan Batubara (DHPB)

Pemegang mata anggaran adalah Pemerintah RI yang dalam hal ini adalah Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

Untuk menyelenggarakan pekerjaan termaksud dibentuk Organisasi pengelola berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Panitia lelang, panitia penguji dan panitia penerima barang).

V.
LINGKUP KEGIATAN

Lingkup kegiatan adalah Pekerjaan Jasa Pemborongan untuk kantor Pusat Diklat KEBT di Jakarta yang meliputi :

Pekerjaan Renovasi Tangga Darurat

Pekerjaan Pengadaan Air Bersih

Pekerjaan Pengadaan Parkir Bis 

Pekerjaan Pengadaaan Software berlisensi

Pekerjaan Pengadaan toolkits

VI.
SUMBER DANA

Sumber dana dari keseluruhan pekerjaan perencanaan dibebankan pada : DIPA Satuan Kerja Pusat Diklat KEBT Tahun anggaran 2009

VII.
RINCIAN ANGGARAN 

Estimasi anggaran yang diperlukan untuk kegiatan sarana dan prasarana sebagaimana terlampir

2.4.3.2. 
Penyelenggaraan Diklat Penunjang
1.
Latar Belakang 

Salah satu upaya nyata untuk mendukung program Pemerintah yang mencanangkan penghematan energi dan melaksanakan konservasi serta penetapan Kebijakan Energi Nasional perlu segera didukung untuk mengatasi krisis sumber daya energi dan listrik. Disamping itu keterbatasan kemampuan dan keterampilan Sumber Daya Manusia yang mengelola Sub Sektor KEBT harus segera ditindaklanjuti, antara lain dengan jalan pemberdayaan Aparatur dan masyarakat yang memiliki kemampuan melakukan pengelolaan sumber daya energi dan kemampuan di bidang pengusahaan tenaga listrik yang efisien, efektif, aman dan akrab lingkungan. 
Tentunya hal ini menjadi salah satu potensi pengembangan program kediklatan dimana sasaran peserta diklat teknis tersebut tersebar tidak hanya di lingkungan Aparatur tetapi juga ditujukan bagi stakeholder yang menangani bidang KEBT. Dalam rangka program percepatan kemampuan pengelolaan usaha di sub sektor Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan, Pusdiklat Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 030 Tahun 2005, tugas utama menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan.
Kegiatan kediklatan adalah salah satu kegiatan dimana investasinya berupa Sumber Daya Manusia yang berkemampuan di bidangnya. Oleh karena itu, diperlukan biaya yang cukup untuk menghasilkan SDM yang kompeten sesuai kebutuhan. 

2.
Maksud dan Tujuan

Untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja di bidang ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan guna menunjang keberhasilan pembangunan khususnya sektor energi dan sumber daya mineral.

3.
Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan diklat teknis penunjang  dilakukan swakelola.

4.
Ruang Lingkup Kegiatan

•
Pembentukan Tim Pelaksana Diklat.

•
Rapat perumusan materi dan persiapan diklat.

•
Pengadaan bahan-bahan penunjang kegiatan.

•
Penyelenggaraan Diklat dan Praktik Kerja

•
Penyusunan Laporan.

5.
Keluaran (Output)

Diklat Teknis Penunjang bidang Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan.  Jenis dan Judul Diklat (terlampir).

6.
Hasil (Outcomes)

Meningkatkan kompetensi tenaga kerja di bidang ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan

7.
Manfaat (Benefit)

Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi bidang ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan.

8.
Dampak (Impact)

Terlaksananya usaha penyelenggaraan diklat pola PNBP bidang ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan. 

9.
Lokasi dan Jangka Waktu Pelaksanaan

Lokasi pelaksanaan kegiatan tersebar di beberapa lokasi.

Waktu pelaksanaan kegiatan selama 10 bulan.

10.
Biaya 

Biaya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari Program Pembinaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
2.4.3.3. 
Penyelenggaraan Diklat PNBP

1.
Latar Belakang 

Salah satu upaya nyata untuk mendukung program Pemerintah yang mencanangkan penghematan energi dan melaksanakan konservasi serta penetapan Kebijakan Energi Nasional perlu segera didukung untuk mengatasi krisis sumber daya energi dan listrik. Disamping itu keterbatasan kemampuan dan keterampilan Sumber Daya Manusia yang mengelola Sub Sektor KEBT harus segera ditindaklanjuti, antara lain dengan jalan pemberdayaan Aparatur dan masyarakat yang memiliki kemampuan melakukan pengelolaan sumber daya energi dan kemampuan di bidang pengusahaan tenaga listrik yang efisien, efektif, aman dan akrab lingkungan. 
Tentunya hal ini menjadi salah satu potensi pengembangan program kediklatan dimana sasaran peserta diklat teknis tersebut tersebar tidak hanya di lingkungan Aparatur tetapi juga ditujukan bagi stakeholder yang menangani bidang KEBT. Dalam rangka program percepatan kemampuan pengelolaan usaha di sub sektor Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan, Pusdiklat Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 030 Tahun 2005, tugas utama menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan.
Kegiatan kediklatan adalah salah satu kegiatan dimana investasinya berupa Sumber Daya Manusia yang berkemampuan di bidangnya. Oleh karena itu, diperlukan biaya yang cukup untuk menghasilkan SDM yang kompeten sesuai kebutuhan. Dengan demikian, salah satu strategi yang akan dilakukan oleh Pusdiklat KEBT adalah dengan melakukan diklat PNBP.
2.
Maksud dan Tujuan

Untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja di bidang ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan guna menunjang keberhasilan pembangunan khususnya sektor energi dan sumber daya mineral.
3.
Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan diklat teknis (PNBP) dilakukan swakelola dengan pola PNBP mengacu PP 45 tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada DESDM.

4.
Ruang Lingkup Kegiatan

•
Pembentukan Tim Pelaksana Diklat.

•
Rapat perumusan materi dan persiapan diklat.

•
Pengadaan bahan-bahan penunjang kegiatan.

•
Penyelenggaraan Diklat dan Praktik Kerja

•
Penyusunan Laporan.

5.
Keluaran (Output)

Diklat Teknis bidang Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan dengan pola PNBP. 

6.
Hasil (Outcomes)

Meningkatkan kompetensi tenaga kerja di bidang ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan

7.
Manfaat (Benefit)

Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi bidang ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan.

8.
Dampak (Impact)

Terlaksananya usaha penyelenggaraan diklat pola PNBP bidang ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan. 

9.
Lokasi dan Jangka Waktu Pelaksanaan

Lokasi pelaksanaan kegiatan tersebar di beberapa lokasi.
Waktu pelaksanaan kegiatan selama 10 bulan.

10.
Biaya 

Biaya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari Program Pembinaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

2.4.3.4. 
Penyelenggaraan Diklat PNBP

1.
Latar Belakang 

Program diklat yang dilaksanakan di lingkungan Pusdiklat Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan menuntut pengembangan di sisi kemampuan mengajar para widyaiswaranya (kompetensi) dan kualitas penyelenggaraannya.  Kualitas penyelenggaraan diklat diupayakan untuk ditingkatkan dengan pengelolaan yang lebih baik, tersusun rapi yang diperlengkapi dengan sumber daya manusia dan sarana yang memadai.  Di sisi pengajaran, kualitas widyaiswara juga dituntut untuk dapat mengajar dengan metode, pengetahuan dan ketrampilan yang mendukung.

Pembinaan widyaiswara di lingkungan Pusdiklat KEBT direncanakan untuk dapat dilaksanakan berdasarkan masukan yang dirasakan para widyaiswara dari pengalaman yang diperolehnya selama mengajar.  Berdasarkan ini, dirasakan bahwa widyaiswara dapat memperbaiki kinerjanya dengan membahas semua permasalahan widyaiswara dalam suatu forum, disamping penambahan pengalaman yang dapat diperoleh dari kegiatan magang yang selama ini sudah berjalan.

Forum ini akan menyelenggarakan beberapa pertemuan yang dihadiri oleh pejabat-pejabat fungsional widyaiswara dan pejabat struktural dalam tahun 2009, untuk bertukar pendapat, menyelesaikan masalah, dan menghasilkan rumusan-rumusan untuk peningkatan kualitas widyaiswara, baik dalam kompetensi, metodologi, ketrampilan dan pengetahuan.  Kerangka acuan ini dibuat untuk dapat menjelaskan rincian program, ruang lingkup, tujuan, dan pembiayaan kegiatan dalam forum tersebut, dan untuk dapat dijadikan pegangan dalam pelaksanaannya.
2.
Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah sebagai wadah widyaiswara bertukar informasi, pendapat, saran untuk perbaikan kinerja widyaiswara di masa depan, berdasarkan pengelaman di masa lalu, arah kebijakan dan perkembangan masa kini, baik, sosial, ekonomi, maupun teknologi.
3.
Pelaksanaan

Kegiatan Pembinaan Widyaiswara dilaksanakan secara swakelola.

4.
Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan/tugas dari Tim Pembinaan Widyaiswara adalah :

a.
Melakukan pertemuan dua kali dalam tahun 2009 untuk menampung semua masukan dan mengakomodasikannya dalam pembahasan;

b.
Melakukan pembahasan dan perumusan program peningkatan kemampuan widyaiswara dalam pertemuan tersebut;

c.
Melakukan pembuatan laporan penyusunan Pembinaan Widyaiswara.

5.
Keluaran (Output)

Laporan Pembinaan Widyaiswara. 

6.
Hasil (Outcomes)

Meningkatnya kemampuan widyaiswara.

7.
Manfaat (Benefit)

Meningkatnya kualitas diklat di lingkungan Pusdiklat KEBT.

8.
Dampak (Impact)

Meningkatnya kualitas diklat ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan. 

9.
Lokasi dan Jangka Waktu Pelaksanaan

Lokasi pelaksanaan kegiatan di Jakarta dengan frekuensi pelaksanaan kegiatan dua kali dalam tahun 2009.

10.
Biaya 

Biaya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari Program Pembinaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan jumlah Rp 150.000.000,-.

2.4.3.4. 
Tim Pengembangan Rancangan Kegiatan Pembelajaran Teori dan Praktik
a.
Latar Belakang 

Dengan telah ditetapkannya & diberlakukannya Standar Kompetensi dan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Energi Baru Terbarukan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, maka  dalam pelaksanaan uji kompetensi harus menggunakan standar kompetensi untuk mendapatkan sertifikat kompetensi dan dalam pelaksanaan pendidikan & pelatihan harus menggunakan standar latih kompetensi sebagai dasar dalam pelaksanaan proses pendidikan dan pelatihan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 pasal 21 ayat (9) disebutkan bahwa setiap tenaga teknik yang bekerja dalam usaha ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Sehubungan dengan itu, untuk melengkapi prosedur pemberian sertifikat kompetensi tersebut Menteri Energi dan Sumber daya Mineral telah mengeluarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 05 Tahun 2008 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Energi Baru Terbarukan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBM), Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), dan Pembangkit Listrik tenaga Surya (PLTS) sebagai Standar Wajib.  

Berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, tugas dan fungsi pengembangan sumber daya manusia bidang ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan dilaksanakan oleh Pusdiklat Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan (Pusdiklat  KEBT). Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut serta dalam upaya peningkatan daya saing dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi merupakan kegiatan mensintesa kompetensi personal, sehingga Pusdiklat KEBT perlu menyiapkan Panduan Kegiatan Pembelajaran (Teori dan Praktik) Bidang Energi Baru Terbarukan sebagai salah satu acuan dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi. 

Dalam penyusunan Panduan Kegiatan Pembelajaran (Teori dan Praktik) Bidang Energi Baru Terbarukan ini menggunakan Standar Kompetensi & Standar Latih Kompetensi yang telah diberlakukan menjadi standar wajib melalui Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral akan digunakan sebagai dasar penyusunannya.

Pusdiklat KEBT sebagai bagian dari regulator lembaga pendidikan & pelatihan sektor Ketenagalistrikan tentang penyelenggaraan Competency Based Training [CBT] atau Pelatihan Berbasis Kompetensi. 

Dengan latarbelakang tersebut diatas maka dalam tahun anggaran 2009 Pusdiklat KEBT melalui Program Pembinaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara akan melakukan kajian/studi “Panduan Kegiatan Pembelajaran (Teori dan Praktik) Bidang Energi Baru Terbarukan “.

b.  Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan ini adalah tersusunnya Panduan Kegiatan Pembelajaran (Teori dan Praktik) Energi Baru Terbarukan yang akan digunakan sebagai:

1.
Pedoman pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi di Bidang Energi Baru Terbarukan.

2.
Pedoman penyusunan bahan ajar pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi di Bidang Energi Baru Terbarukan.

3.
Pedoman pelaksanaan penilaian pelatihan berbasis kompetensi.

4.
Pedoman pengembangan laboratorium atau bengkel listrik (workshop).

c.  Pelaksanaan


Kegiatan Penyusunan Panduan Kegiatan Pembelajaran (Teori dan Praktik) BidangEnergi Baru Terbarukan yang dilaksanakan secara swakelola.
d.
Ruang lingkup kegiatan

Ruang lingkup kegiatan/tugas dari Tim Panduan Kegiatan Pembelajaran (Teori dan Praktik) adalah :

· Melakukan identifikasi Unit Kompetensi dan Standar Latih Kompetensi  yang akan diajukan sebagai bahan penyusunan Panduan Kegiatan Pembelajaran (Teori dan Praktik) Bidang Energi Baru Terbarukan;

· Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyusunan Panduan Kegiatan Pembelajaran (Teori dan Praktik) Bidang Energi Baru Terbarukan;

· Melakukan pembahasan dan perumusan Panduan Kegiatan Pembelajaran (Teori dan Praktik) Bidang Energi Baru Terbarukan;

· Melakukan pembuatan laporan penyusunan Panduan Kegiatan Pembelajaran (Teori dan Praktik) Bidang Energi Baru Terbarukan
e.
Keluaran (Output)

Buku Panduan Kegiatan Pembelajaran (Teori dan Praktik) Bidang Energi Baru Terbarukan
f.
Hasil (Outcome)
Tersedianya Panduan Kegiatan Pembelajaran (Teori dan Praktik) Bidang Energi Baru Terbarukan.

g.
Manfaat (Benefit)

Terlaksananya diklat berbasis kompetensi di Bidang Energi Baru Terbarukan.

h.
Dampak (Impact)

Meningkatnya kompetensi tenaga teknik Bidang Energi Baru Terbarukan.

i.
Jadwal Pelaksanaan 

Lokasi pelaksanaan kegiatan dikonsentrasikan di Jakarta dengan waktu pelaksanaan kegiatan selama 7 bulan.

j.
Biaya

Biaya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari Program Pembinaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan jumlah Rp. 300.724.000,-
BAB III
PENUTUP
Dengan telah tersusunnya Rencana Kerja dan Anggaran Pusdiklat KEBT tahun 2009 diharapkan  dapat menjadi acuan kerja dalam pengelolaan kegiatan dan anggaran di lingkungan Pusdiklat KEBT sebagai wujud implementasi tugas pokok dan fungsi untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan rencana kinerja tahunan untuk masing – masing kegiatan, diharapkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan  tahun 2009 masing – masing pengelola kegiatan dan anggaran dapat mewujudkan kinerja yang akuntabel sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Untuk mencapai hal tersebut sangat menuntut kemampuan yang optimal dari segenap staf di lingkungan Pusdiklat KEBT.

Rencana Kerja dan Anggaran yang telah disusun ini pada akhirnya akan dievaluasi sejalan dengan pelaksanaan dan penyerapan anggaran dan hasil evaluasi dimaksud akan menjadi salah satu bahan pertimbangan penyusunan anggaran tahun 2010.

Lampiran I
Matrik Rencana Strategis
Lampiran II
Draft Dokumen Pendukung
1. Draft Dokumen RKKL Badan Diklat ESDM
2. Surat Edaran No. 357/MK/2008 tentang Pagu Indikatif 2009
3. Surat Edaran No. 852/MK.02/2008 tentang Pagu Sementara 2009
4. Surat Edaran No. 1615/MK.02/2008 tentang Pagu Definitif 2009
Lampiran III
Rincian Anggaran Biaya (RKA-KL)

Lampiran IV
Konsep DIPA Pusdiklat KEBT TA. 2008

Lampiran V
Surat Keputusan Tim Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
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